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Abstraksi

Bab I: Pendahuluan

Studi lapangan ini meneliti signifikansi bentuk negara kesatuan dalam

wacana kenegaraan sejak tahun 1997. Mulai dari pengunduran diri mantan

Presiden Soeharto, wacana tersebut bukan hanya memfokuskan ancaman

disintegrasi bangsa, tetapi juga ancaman terhadap bentuk negara Republik

Indonesia, yaitu negara kesatuan. Studi ini mengkaji kedua masalah tersebut yang

terkait dengan masa depan Indonesia sebagai negara kesatuan, yaitu ancaman

disintegrasi bangsa dan masalah bentuk negara. Data-data diambil dari berbagai

sumber, terutama media massa serta buku akademis yang terbit baru-baru ini.

Data ini ditambah dengan wawancara secara mendalam. Studi ini bertujuan untuk

meiyawab pertanyaan, "Apakah Republik Indonesia akan bertahan sebagai negara
kesatuan?"

Bab II: Negara Kesatuan dan Demokrasi di Indonesia:

Sebuah Tinjauan Historis

Bab ini membahas hubungan demokrasi dengan bentuk negara kesatuan di

Indonesia dari prakemerdekaan sampai akhir Orde Baru. Kesimpulannya, bentuk

negara kesatuan "diperalat" oleh kepemimpinan Demokrasi Terpimpin serta Orde

Baru agar prinsip-prinsip demokrasi dapat disingkirkan. Selain itu, proses
sentralisasi kekuasaan dapat dipermudah dengan adanya bentuk negara tersebut.

Bab ID: Wacana Dominan yang Menopang Negara Kesatuan

Bab III mendiskusikan gagasan dominan pra-reformasi yang menopang
segaligus ditopang adanya negara kesatuan, yaitu paham Integralistik, Pancasila
dan Dwifungsi ABRI/TNI. Kesimpulannya adalah, ketiga konsep tersebut yang
dipergunakan pemerintah sebagai alat penindasan kebhinnekaan akhirnya
melahirkan ancaman disintegrasi bangsa.
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Bab IV: Perubahan Politik dan Wacana Baru Pasca-Soeharto

Menilai perubahan politik di Indonesia baru-baru ini, Uhlin (1999) pernah

menyatakan, bahwa "status Pancasila sebagai ideologi bangsa, konsep negara

integralistik,...dan tidak adanya fungsi-imbangan terhadap militer digugat dan

dinegasikan dengan nilai dan ide demokrasi". Dengan demikian, wacana baru

mengenai segi-segi demokrasi yangmuncul sejak 1997dibahas dalam bab ini.

A. "Reformasi"

U Reformasi UUD '45

Sesuai dengan tuntutan reformasi, pembahasan amandemen UUD '45

muncul, sehingga pengubahan sembilan pasal UUD '45 tentang pembagian

kekuasaan sudah disepakati MPR. Perkembangan tersebut penting dalam masalah

kesatuan Indonesia. Paling tidak, penyerahan referendum kepada masyarakat

Timor Timur oleh mantan Presiden Habibie tanpa persetujuan MPR/DPR ataupun

masyarakat Indonesia seluruhnya merupakan salah satu contoh tepat mengenai

betapa luaskewenangan Presiden dalam UUD '45 itu.

2) KebebasanPers

Suatu perkembangan pasca-Soeharto yang amat penting adalah kebebasan

pers. Namun, pernah dinyatakan bahwa pers sekarang bebas tetapi kurang

bertanggungjawab. Dengan demikian perlu ditanyakan, apa peranan media massa

dalam menyatukan bangsa Indonesia? Apakah pers pasca-Soeharto berperan

positif atau negatif dalam masalah persatuan dan kesatuan bangsa? Berbagai

pengamat sosial berpendapat, bahwa dalam negara demokrasi, pers hanya dapat

dikontrol masyarakat dan hukum, bukan pemerintah. Ada pula yang mengatakan,
media massa dapat mengancam persatuan dan kesatuan secara tidak langsung
hanya dengan menyebut istilah seperti 'disintegrasi'.
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B. Wacana Pasca-Soeharto

1) Demokrasi

Sejak Soeharto lengser, legitimasi paham Integralistik, Pancasila dan

Dwifungsi TNI menurun dengan naiknya wacana demokrasi. Kemudian,

bagaimanakah perubahan wacana ini berdampak kepada masa depan Republik

Indonesia sebagai negara kesatuan?

Salah satu dilema yang dihadapi pemerintah baru adalah cara menangani

masalah kemajemukan masyarakat Indonesia. Dilema yang dihadapi, meskipun

pluralisme dibenarkan prinsip-prinsip demokrasi, salah satu akibat pluralisme itu

adalah kemungkinan munculnya perpecahan dalam masyarakat. Masalah lain

adalah kecenderungan Republik Indonesia bergantung pada 'pemimpin yang

kuat'. Menurut Setiawan Djody, pemimpin yang kuat masih dibutuhkan padahal

ketergantungan kepadanya dapat mewujudkan sentralisasi yang menyebabkan

pemerintahan yang lemah serta ancaman disintegrasi (lihat Republika 13 Oktober,

1999).

2) Kebhinnekaan

Pada zaman reformasi, pembatasan kebhinnekan atas nama stabilitas

nasional dinilai suatu yang sia-sia, karena konflik-konflik laten berpotensi

bergejolak pada setiap saat. Sekarang dianggap lebih baik mencoba untuk

menyelesaikan konflik tersebut secara demokratis.

3) Dikotomi Militerdan Sipil

Dapat dikatakan, legitimasi TNI berada di titik terbawah sejak Proklamasi.

Sekarang ditanyakan, apakah dwifungsi TNI pantas dipertahankan dalam sistem

kenegaraan yang demokratis. TNI dituduh telah menyalahgunakan dwifungsinya,

sehingga persatuan dan kesatuan bangsa terancam. Ada pula tuduhan bahwa TNI

telah memicu dan memperburuk konflik-konflik etnis dan agama agar

keterlibatannya dalam politik dapat dipertahankan (lihat Uhlin 1999).

Menurut Bourchier (1997), salah satu tujuan Order Baru adalah

penghapusan pemisahan antara negara dan masyarakat sipil. Sejak tahun 1997,

telah disaksikan munculnya oposisi masyarakat sipil yang makin berkembang



hingga Presiden Soeharto mengundurkan diri. Dalam transisi menuju demokrasi,
masyarakat sipil dengan elite •politik sipil berada dalam keadaan saling
ketergantungan. Kedua pihak juga harus bertanggungjawab terhadap masalah
persatuan dan kesatuan. Elite politik dari kalangan sipil harus waspada agar
pengulangan pengalaman selama periode demokrasi parliamenter tidak terjadi
lagi. Masyarakat harus bertanggung jawab terhadap masalah kepaduan sosial.

Dengan demikian, pernah diusulkan Culla (1999), bahwa "masyarakat madani

[sipil] berjuang untuk kebebasan, namun tidak berarti identik dengan gerakan
anarkisme atau separatisme"

C. Negara Kesatuan: Pandangan-pandangan Baru

1) AncamanDisintegrasi

Ciri Orde Baru seperti pemerintahan yang sentralistik dan otoriter telah

memunculkan ketidakpuasan di antara masyarakat yang berada di daerah-daerah

yang merasa hak-haknya telah dilanggar Pemerintah Pusat. Cukup banyak

pengamat berpendapat, bahwa masalah-masalah kedaerahan timbul karena

ketidakadilan.

Menurut Emil Salim, tugas pemerintah terpenting adalah memenuhi

kebutuhan pokok masyarakat. Kalau syarat ini tidak dipenuhi, maka konflik akan

muncul dan setiap orang akan menggabungkan diri dalam kelompok yang

dianggapnya dapat memberinya rasa aman, identitas, dan keadilan. Dengan

demikian solidaritas antar unsur-unsur primordial dapat muncul. Untuk mengatasi

masalah tersebut, dibutuhkan dialog yang membina visi yang sama serta menggali

pengalaman pahit masa lalu(lihat Kompas 3 September, 1999).

Reformasi sering digambarkan sebagai 'obat' ancaman disintegrasi.

Namun, kalau masalah Timor Timur diambil sebagai contoh, dapat dilihat bahwa

semangat reformasi juga dapat mengancam apalagi menghancur kesatuan.

Dengan mengelolah masalah Timor Timur, mantan Presiden Habibie mengambil

posisi berseberangan dengan kebijakan Soeharto. Meski demikian, akhirnya
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kebijakan Habibie malah mengakibatkan kehilangan satu propinsi dari kesatuan

Indonesia.

2) Dukungan terhadap Negara Kesatuan

Pihak yang berpendapat bahwa negara kesatuan merupakan bentuk negara

yang cocok untuk Indonesia umumnya menyebutkan alasan-alasan historis atau

teoritis. Ada pula yang berpendapat, bahwa bentuk negara Republik Indonesia

tidak perlu diubah, asal berbagai syarat dipenuhi. Menurut pendapat tersebut,

yang perlu diubah adalah sikap dan kebijakan Pemerintah Pusat yang sentralistik,

otoriter dan menindas. Dengan demikian, otonomi seluas-luasnya harus diberi
kepada daerah-daerah.

Selain pro kontra negara kesatuan, ada pula pihak yang sikapnya netral

terhadap adanya atau tidak negara kesatuan. Menurut hemat pihak tersebut, yang
penting bukan bentuk negara, melainkan sistem pemerintahan yang tidak
sentralistik. Kalangan yang bersikap netral ini lebih mengutamakan keutuhan
negara daripada bentuknya.

3) Negara Federal

Menurut Utomo, sistem federal didasarkan pada enam prinsip dasar, yaitu:

tidak sentralistik; cenderung demokratis; mempunyai sistem checks and balances;
adanya proses tawar-menawar yang terbuka; adanya konstitusi; adanya penentuan

secara tegas kekuasaan yang dimiliki unit-unit pemerintahan. Di antara kalangan
pro negara federal, paling tidak terdapat dua pendapat, yakni:

(a) Negara federal adalah satu-satunya jawaban atas ancaman disintegrasi
bangsa;

(b) Negara federal diambil kalau pemberian otonomi seluas-luasnya dalam

sistem negara kesatuan akhirnya gagal mcmuaskan daerah-daerah.

Popularitas gagasan negara federal makin bekembang sejak Soeharto

turun, terutama sesudah pemilihan Presiden dilaksanakan bulan Oktober 1999.

Kalangan pro negara federal mengatakan, bahwa sistem federal dapat mencegah
ancaman disintegrasi maupun memenuhi tuntutan global. Amien Rais yang paling
awal mengungkapkan gagasan federal, berpendapat bahwa pemberian opsi
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federasi kepada daerah-daerah lebih baik daripada opsi kemerdekaan yang dapat
mengancam kesatuan Indonesia.

Segi-segi sistem federal sebenarnya tidak jauh berbeda dengan sistem

negara kesatuan yang tidak sentralistik. Namun, dalam negara kesatuan

pemerintah pusat senantiasa berwibawa untuk memberi, serta mencabut kembali,

otonomi kepada daerah-daerah. Sebaliknya, dalam sistem federal dapat dilihat

adanya jaminan hukum dan konstitusional yang mempertahankan hak mengenai
keotonomian.

Kalangan kontra sistem federal khawatir akan kemungkinan disintegrasi

kalau sistem tersebut diterapkan. Ada juga kekhawatiran bahwa daerah-daerah

miskin akan tetap miskin atau pun tambah miskin kalau Indonesia menjadi negara

federal. Untuk menjembati kalangan pro kontra federasi, telah diusulkan sebuah

sistem kenegaraan kombinasi {hybrid). Dalam sistem tersebut, daerah yang

memiliki sumber alam tinggi diberi status federal, sedangkan daerah yang masih

kurangmampu tetap dikelola Pemerintah Pusat.

4) Keinginan Memisahkan Diri

Kebijakan mantan Presiden Habibie yang menawarkan referendum kepada

rakyat Timor Timur telah diklaim gerakan-gerakan di daerah lain sebagai contoh

untuk meminta hak yang sama, yaitu referendum dengan opsi kemerdekaan.

Peryataan Habibie tentang kebijakannya tersebut yang mengutip pembukaan UUD

'45, "kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa", juga diklaim gerakan tersebut

sebagai justifikasi untuk meminta referendum. Padahal, secara historis Timor

Timur tidak pernah dibawah penjajahan Belanda ataupun wilayahnya diklaim

dalam Proklamasi Republik Indonesia. Apalagi, integrasi Timor Timur ke dalam

Republik Indonesia tidak pernah dibenarkan hukum internasional ataupun PBB.

Paling tidak, dapat diajukan bahwa dengan penawaran referendum dengan

opsi merdeka kepada Timor Timur, (yang integrasinya ke dalam Republik

Indonesia disahkan MPR) telah menimbulkan preseden yang memberi semangat

kepadagerakan-gerakan separatis.
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Masalah separatisme yang paling menonjol sekarang ini adalah masalah

Aceh. Sebagian pakar politik berpendapat, bahwa masalah di Aceh disebabkan

ketidakadilan dan pelanggaran HAM. Dengan demikian, solusi yang ditawarkan

kalangan tersebut mengusulkan pemberian otonomi serta penarikan pasukan TNI

yang tidak organis dari wilayah Aceh. Perkembangan tuntutan rakyat Aceh untuk

dilaksanakan referendum di Aceh menunjukkan, bahwa solusi tersubut terlalu

sederhana (simplistic) dan perlu dipertimbangkan kembali. Paling tidak, solusi

yang terlalu sederhana itu menganggap pasti keabadian kesetiaan masyarakat
Aceh kepada Republik Indonesia.

Masalah yang sedang didebatkan, apakah rakyat Aceh memiliki hak untuk

meminta referendum. Kemudian, apakah rakyat Aceh berhak untuk meminta opsi

kemerdekaan dalam referendum tersebut. Di luar masalah hak rakyat Aceh, perlu

dipertimbangkan juga, kalau mayoritas rakyat Aceh tidak lagi menganggap

dirinya sebagai 'orang Indonesia' dan dengan demikian ingin berpisah dengan

Republik Indonesia, maka layak atau tidak melayani keinginan tersebut?

Kalangan pro referendum di Aceh dapat dibagi dalam dua kelompok.

Kelompok pertama menginginkan referendum dengan opsi kemerdekaan dan

kelompok kedua menganggap bahwa opsi otomomi luas atau status federal lebih

patut ditawarkan. Suatu isu yang sedang didebatkan adalah pihak mana yang

berhak untuk menawarkan referendum ataupun opsi kemerdekkan? Berbagai

pengamat politik berpendapat bahwa hanya MPR dan bukan Presiden berhak

merumuskan dan menawarkan referendum. Ada pula pakar yang menyatakan,

bahwa hanya rakyat Indonesia seluruhnya mempunyai haktersebut.

Kalangan kontra referendum merasa bahwa memberikan referendum

kepada satu propinsi sama dengan memberikan hak istimewa yang berlebihan.

Pemberian hak istemewa tersebut justru tidak mengakui penindasan yang telah

menimpa rakyat di seluruh propinsi Indonesia selama zaman Orde Baru. Selain

itu, ada kekhawatiran bahwa 'efek bola salju' permintaan referendum akan terjadi

kalau satu propinsi diberi hak istimewa tersebut.
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D. Pengaruh Internasional

Studi ini juga menunjukkan bahwa faktor-faktor internasional dapat

mempengaruhi persatuan dan kesatuan Indonesia. Dari sudut negatif, institusi

multilateral seperti PPP, Bank Dunia dan IMF serta negara-negara Barat, secara

langsung atau tidak langsung dapat mengancam persatuan dan kesatuan

Indonesia. Tuntutan agar norma-norma demokrasi dan HAM ditegakkan dapat

mengakibatkan kebijakan Pemerinlah Indonesia yang menimbulkan ancaman

disintegrasi. Dari sudut positif, kesatuan dapat diperkukuh dengan adanya

dukungan internasional. Sampai sekarang, tidak ada dukungan internasional yang
berarti terhadap gerakan separatis di Aceh, Irian Jaya dan propinsi lain.

Pemerintah Amerika Serikat telah mengumumkan, bahwa Timor Timur

merupakan kasus yang unik dan karenanya tidak dapat dipandang sebagai contoh

bagi wilayah-wilayah lainnya di Indonesia.

Bab V: Penutup

A. Kesimpulan

PadaTahun 1928, Ki HajarDewantara menyatakan:

Persatuan yang tidak harmonis dan tidak nyata, niscaya hanya

persatuan pura-pura saja, yang berdirinya hanya dari paksaan atau

dari tipu muslihat saja, dan tentu tak akan dapat lama berdiri lalu

pecahlagi. (lihat Soeratman 1977:72)

1) Masalah Demokrasi, Persatuan dan Kesatuan

a. Sistem demokratis dengan desentralisasi lebih bisa menimbulkan persatuan dan

kesatuan yang sejati dan abadi daripada sistem pemerintahan yang otoriter dan

sentralistik, walaupun sistem demokratis tersebut dapat juga mengancam
persatuan dan kesatuan.

b. Penekanan kebhinnekaan sia-sia dan hanya menunda gejolak sosial yang ada
sehinggamasalahnya tidak dapat terselesaikan.



2) Masalah Negara Kesatuan atau Federasi

a) Telah ditentukan adanya signifikansi historis bahkan psikologis di belakang
dukungan terhadap negara kesatuan.

b) Bentuk negara kesatuan telah memudahkan implementasi sistem pemerintahan
sentralistik dan otoriter serta memungkinkan keterlibatan TNI dalam bidang
politik.

c) Meskipun tidak dapat dibuktikan secara teoritis maupun logis, kemampuan

bentuk negara kesatuan atas mempertahankan persatuan dan kesatuan diragukan.

d) Pihak yang menyebutkan bentuk negara kesatuan sebagai "final" atau "harga

mati" bersifat kurang demokratis. Keputusan signifikan terhadap masalah

kenegaraan apalagi ketatanegaraan di negara demokratis senantiasa berada di

tangan rakyat, bukan kaum elit.

3) Hak Penentuan Nasib Sendiri

a. Jawaban terhadap pertanyaan apakah propinsi tertentu berhak memisahkan diri

dari Republik Indonesia tidak dihasilkan studi ini karenaalasan berikut:

(i) Dasar-dasar yang (a) menunjukkan adanya tidak hak, (b) dapat

dibenarkan secara universal, dan (c) yang memuaskan semua pihak, tidak

ditemukan.

b. Pertanyaan-pertanyaan di luar masalah hak ikut merumitkan soal penentuan

nasibnya sendiri, misalnya:

(i) Apacara yang paling demokratis untukmenangani masalah ini?

(ii) Kalau mayoritas rakyat suatu propinsi ingin berpisah dengan

Indonesia, secara moral keinginan tersebut patutkah dilayani?

(iii) Apakahmasalah ini merupakan masalah nasional ataulokal?

(iv) Kebangsaan seseorang sebenarnya ditentukan pada waktu kelahiran,

ditentukan orang sendiri atau adakah pihak yang berhak menentukan

bangsa seseorang?

c. Walaupun sudah ditentukan bahwa pada saat ini gerakan separatis di Indonesia

tidak memiliki dukungan international yang berarti, harus diakui bahwa opini

international dapat berubah. Dengan demikian, kalau masalah separatisme tidak
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ditangani menurut norma-norma internasional, dapat dibayangkan perubahan
opini internasional yang memungkinkan intervensi dari luar.

(ii) Saran-Saran

Masa Deoan Indonesia sebagai Negara Kesatuan

a. Paling tidak, Indonesia harus menuju ke negara federal. Saran ini diusulkan

karena sekarang daerah-daerah memerlukan komitmen yang sangat berarti dari

Pemerintah Pusat. Usulan ini tidak berarti Indonesia akan menjadi negara federal,

melainkan bertujuan untuk mendesak pemerintah agar kebijakan yang tegas

diambilnya. Propinsi-propinsi tertentu tidak lagi rela menerima janji-janji (yang

dianggapnya) kosong dari Pemerintah Pusat. Dengan berjanji memberi opsi

federasi kalau Pemerintah Pusat gagal lagi dengan memberi otonomi kepada

daerah-daerah, maka Pemerintah Pusat akan menghadapi konsekuensi yang cukup

berat, yaitu hilangnya bentuk negara kesatuan. Menurut hemat saya, kalau

Pemerintah Pusat berjanji memberi opsi federasi kalau undang-undang Otonomi

Daerah gagal memuaskan daerah-daerah, maka Pemerintah Pusat akan lebih

berusaha untuk memenuhi janji tersebut agar bentuk negara kesatuan dapat

dipertahankan.

b. Kembali ke prinsip dasar keenam negara federal yang diajukan Utomo, yaitu

adanya penentuan secara tegas kekuasaan yang dimiliki unit-unit pemerintahan,

mungkin dapat diajukan bahwa Republik Indonesia perlu menjadi negara federal

agar kekuasaan dimilik daerah-daerah tidak tergantung lagi pada tingkah laku

(whim) Pemerintah Pusat.
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Chapter 1

Introduction

1.1 Background of the Study

For some time I have been interested in the fact that the Indonesian media

often refers to the Indonesian state as the Unitary State of the Republic of

Indonesia (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Granted that 'Negara Kesatuan

Republik Indonesia' is the official term for the Indonesian state, I found it curious

that this term would appear so often, rather than 'Indonesia' or The Republic of

Indonesia' (Republik Indonesia). I wondered what was the special significance of

the Unitary State (Negara Kesatuan), and whether it carried more meaning than

would first appear. In this sense I thought ofthe meaning and significance imbued

in The People's Republic of China' and The United States of America' as

opposed to 'China' and 'America'.

Since the East Asian economic crisis began in 1997, Indonesia has

experienced significant economic, political and social instability. As a result, the

unity and integrity of the Indonesian nation hasbeen, and remains, under threat. In

accordance with its prior tendency to refer to the Indonesian state as 'Negara

Kesatuan Republik Indonesia', the mass media has, since the crisis, not just
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focussed on national disintegration in general, but more specifically the threat to

'Negara Kesatuan'.

Following the resignation ofPresident Soeharto in May, 1998, Indonesia

has experienced a period of democratisation which culminated in a democratic

general election in June, 1999. This period of democratisation has intensified

debates surrounding the future of the unitary state in Indonesia. These debates

have revolved around the threat of national disintegration, and whether a unitary

state is the appropriate form of state for Indonesia. In theory there is no conflict

between a unitary state and democracy. It therefore needs to be asked why the

debate surrounding the future of the unitary state in Indonesia has intensified

since Indonesia'sprocess of democratisation.

1.2 Formulation of the Study

Since Indonesian nationalists began to discuss what form an independent

Indonesia should assume, many debates have surfaced. Some of these debates are

as follows:

- Should Indonesia adopt a federal or unitary state system?

- What kind ofsystem ofgovernment should be adopted?

- What role should political parties play? Should Indonesia adopt a one-

party ormulti- party system? Should the total number ofpolitical parties

be limited?
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-What should be the political role of'functional groups' (golongon karya

- golkar)?

- What role, if any, should the military have in politics?

- What should be contained within the Indonesian Constitution?

- What level of autonomy should begiven to the regions?

- Should Indonesia adopt a state ideology? What should this be?

- How should diversity bedealt with? Should it besuppressed or

acknowledged?

Following the 'Round Table Agreement' in 1949, Indonesia was obliged

to become a federal state. A few months later, it reverted to a unitary state in

accordance with the aspirations of the Indonesian political elite. By 1950, the

answer to the first question listed above (Should Indonesia adopt a federal or

unitary state system?) was thus answered. This study attempts to discover to what

extent the decision to become a unitary state consequently affected the outcomes

of the remaining debates listed above. Following this, debates regarding the future

of the Unitary State will be discussed.

There is a common view in Indonesia that the form of slate is not an

important factor in the national unity debate, provided decentralisation is carried

out by the Central Government. We can see a similar argument with relation to

the 1945 Constitution. Many claim that the essence of the Constitution is just, but

that it has been abused by Indonesian governments since 1959. Maybe the same

could be said for the unitary state in Indonesia - there is no conflict between the
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unitary state and a democratic government, but the unitary state system has been

abused inthe past in order to effectand legitimise authoritarian government.

To this end, this study does not just discuss the form of state in Indonesia

per se (ie Indonesia is a unitary state as is France) but is also concerned with the

wider implications and historical and psychological significance of the unitary

state within the context of Indonesian politics since independence and in

particular since 1997.

Indonesia is a nation of extraordinary ethnic, religious, cultural and

linguistic plurality. Both supporters and detractors of the Unitary State refer to

this plurality to support their positions. In the reformasi1 era, there has occurred a

trend away from the suppression, to the celebration of, Indonesia's diversity. At

the same time, as Idham Samudra Bey points out, it is as if Indonesian

nationalism has lost its meaning whereas primordialism and sectarianism have

become increasingly evident.2 A dilemma arises from this situation. One of the

consequences of primordial conflicts is the threat of national disintegration which

can provide legitimacy for authoritarian actions, yet such actions are cited as one

ofthe causes of such problems in the first place (Uhlin 1999:78).

On the eve of independence, solidarity was a perceived requirement in

order to successfully defeat the Dutch - an ununified Indonesia may have meant

defeat. But now, 54 years on, what are the consequences of an ununified

I will referto reformasi in this thesis in the Indonesian original as the equivalent term in English,
reform, does not adequately coverthe scopeand nature ofreformasi which is a movement, notjust
a process.

2Kompas 24November, 1999.
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Indonesia? Would the separation of one or more territories (if we exclude East

Timor) mean the dissolution ofthe Indonesian state, or is it conceivable that, for

instance, an independent Aceh and/or Irian Jaya could come into existence

without fundamental consequences with respect to the other remaining provinces?

And would the separation of present-day Indonesia into several smaller nation

states in the long term prove to be the best solution to guarantee stability and

prosperity? Referring to the new generation of Indonesians, Soedjati Djiwandono

poses the question, "what have they gained...from the unity of this huge but so

diverse nation, in cultural and moral terms, because, among other things, ofethnic

and religious differences?".3

1.3 Statement of Research Aims

This study is a discourse of national unity which concentrates on debates

surrounding the future of Indonesia as a unitary state. It considers these debates

from two different, but related, perspectives. Firstly, from a geopolitical

perspective, that is whether the current 26 provinces of Indonesia will remain as

part of Indonesia. Secondly, whether the form of state in Indonesia is likely to

remain as a unitary state. These two perspectives are related in that many

commentators believe that one of the keys to maintaining national unity and

integrity lies with the form of state adopted by Indonesia. In Indonesia, there are

supporters of a unitary state and supporters of a federal state. Many from within

3Jakarta Host 9 November, 1999.
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these two groups believe that if their model of state is not adopted then the

integrity of the current Republic of Indonesia will not beable to be maintained in

the future.

In addition, this study aims to explain how the new democratic Indonesia

has filled the vacuum left by the loss oflegitimacy ofthe New Order paradigm of

maintaining unity and integrity. This has been approached by critically discussing

three major components of the aforementioned paradigm, (integralism, Pancasila

and dwifungsi ABRI/TNI)4, followed by adiscussion ofalternative discourses that

have ensued since 1997.

Given the importance of the democratisation process in the post-Soeharto

era, and the resulting emergence of democracy discourse as an alternative to the

New Order paradigm, this study will also attempt to answer the following

questions:

- What is the relationship between democracy and national unity in

Indonesia?

- Has the democratisation process in Indonesia strengthened or hampered

national unity?

- What is the relationship between democracy and the form ofstate in

Indonesia?

Ibelieve that all these research aims are important, as the issue ofnational unity is

the major issue confronting the new democratic Indonesian state. Whereas many

4See chapter 3.
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observers have been keeping abreast of issues ofnational unity, the value of this

study is that it tries to uncover linkages between the unitary state and democracy,

theunitary state and unity.

1.4 Theoretical Foundation

The broad field of study of this thesis is nationalism This includes issues

ofnational identity and national unity. Theories ofstate and civil society are also

relevant.

As this study concerns the future of the unitary state in Indonesia, it is

important to define 'unitary state'. According to Drewry, a unitary state is "a state

in which executive and legislative powers are centrally concentrated and not

shared to any substantial extent with institutions below the national level"

(Drewry 1995 inPanggabean Unpublished: 1). Antlov has noted that unitary states

can behighly centralised ordecentralised and that powers allocated to regions can

be withdrawn without first seeking the consent of the regions (Antlov

Unpublished in Panggabean Unpublished:1). Weiss had added that it is common

for non-autonomous institutions to be created by the Central Government of a

unitary state(Weiss 1996 in Panggabean Unpublished:!)

For the purposes of this study, it is important to consider at least two

theories of nationalism. Firstly, a modernist theory of nationalism states that the

concept of the nation and nationalism are products of modernity and modern

civilisation. This theory arises from notions of populations being divided
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according to 'national character' and 'common identity' which became common

in Europe by the late 17th century (Smith 1986:11). Secondly, a primordialist

theory of nationalism focuses on the importance of primordial ties. This theory

claims that "nations and ethnic communities are the natural units of history and

integral elements of the human experience" and that nations and nationalism are

both perennial and natural (Smith 1986:12).

If wetend to support amodernist theory of nationalism, then claims to the

existence of latent national identities, as purported by Sukarno and other

nationalists, becomes problematic. In addition, the claim by some nationalists that

national identity is categorical and permanent is also a problematic one (Calhoun

1999:115). Two other arguments by Calhoun which will be tested in this study,

are his claims that "nationalism alone cannot fully explain the process of

integration or disintegration" and "nationalists too often promote quasi-

democracy rather than awareness and respect for difference" (Calhoun

1999:110,125).

Calhoun identifies a modern problem with regard to nationalism which is

relevant to this study. He states that " rather than being a part of orderly national

development, nationalism has increasingly become an issue where the limits and

powers of a nation are not in accordance with the desires or identities of its

members" (Calhoun 1999:107). Along similar lines, Smith has stated that "in

order to forge a 'nation' today, it is vital to create and crystallise ethnic

components, the lack of which is likely to constitute a serious impediment to



'nation-building'" (Smith 1986:17). Regarding the issue of national identity,

Calhoun claims that "one's nationality is no more real than other identities"

(Calhoun 1999:115).

1.5 Research Methodology

Both primary and secondary sources have been used in this thesis. The

data from primary sources was drawn from taped in-depth interviews with

academics in Yogyakarta and Surabaya. Each interview lasted from 30 minutes to

one hour. The results from these interviews were used to add to existing data

obtained, not for direct comparison. Four different questionnaires were used, in

order to incorporate questions which accounted for the changing political

conditions within Indonesia during the period of my fieldwork. Secondary sources

used comprise academic texts in both English and Indonesian as well as

Indonesian media sources, in particular Kompas and Republika.



Chapter 2

The Unitary State and Democracy in Indonesia:

An Historical Overview

In this chapter I will give a historical overview of the unitary form of state

in Indonesia with the aim of showing howthe unitary state has facilitated the first

the rejection, and then the obstruction, of democracy in Indonesia. Although there

is no intrinsic or theoretical contradiction between democracy and a unitary form

of state, there are several important linkages between these two concepts in the

context of Indonesia that need to be pointed out. These linkages only become

apparent when we look at how a unitary form of state has be used by pre-

reformasi regimes as an instrument of political centralisation. Just as the position

of the president, Pancasila and the Constitution (Undang-Undang Dasar 1945 -

UUD '45) were made "sacred", so too the unitary form of state which has been

labelled as "final" and thus non-negotiable by successive governments pre-

reformasi.

2.1 Pre-independence

McVey has noted that the emergence of the state in Indonesia was

signified by increasingly formalised aristocracies with hierarchy being

increasingly emphasised. "Specialists" were coopted by the state to convey

10



II

"truths" (for example, religious leaders became arbiters of religious truth). The

Indie rulers believed the state was responsible for the welfare of the "ignorant

masses" (McVey 1995:7). Following the advent of the modern nation state in

Indonesia towards the end of the nineteenth century, "authority was seen as

extending evenly over the whole territory, not declining with distance from the

capital". As a result "there was less room for...groups which elected to opt out of

the state'sorbit" (McVey 1995:16).

Prior to proclamation of independence, the Indonesian elite held varying

positions with respect to what regions should be included in the new Republic of

Indonesia. Yamin, for example, was in favour of including all of Borneo, all of

Papua, Malaya and EastTimor within the boundaries of "Indonesia". In the end, a

more pragmatic stance was agreed upon, whereby only the regions formerly

occupied by the Dutch were claimed. Another major issue that concerned the

Indonesian nationalists was what form of state Indonesia should adopt. The two

major streams of thought were Supomo's notion of an integralistic state5 and

Yamin and Hatta's notion ofmore liberal and democratic state.

2.2 "Orde Lama"

The term "Orde Lama" (Old Order) refers to the period following official

independence in 1949 until the reigns of power were seized by Soeharto in 1965.

According to integralist theory, the state is"committed not to individual rights or particular
classes but to society conceived ofasan organic whole" (Bourchier 1997:160) (see chapter 3).
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The first point to note during this period is that according to the Round

Table Agreement acknowledging Indonesian sovereignty, West Papua was to

remain aDutch possession and the newly independent Indonesia was to consist of

anumber of federal states, each with its own constitution. These conditions were,

however, not in accordance with the aspirations of the majority of the Indonesian

political elite. The concept of federalism was delegitimised largely because itwas

seen as Western ploy to retain economic dominance over the Indonesian

archipelago. As aresult, after only several months as a federal state, the Republic

of Indonesia reverted to a unitary state. But as Kahin reminds us, "the envisaged

shape and character of 'Indonesia' were in part determined by each region's own

traditions, culture and history" (Kahin 1985:3). Accordingly, several of the federal

states such as Eastern Indonesia were not easily convinced of the merits of a

unitary state although all of them eventually joined the Unitary State.

In 1950 Indonesia began a period of parliamentary democracy. This period

lasted until 1959 when it was replaced by President Sukarno's Guided Democracy

(Demokrasi Terpimpin). The period of parliamentary democracy in Indonesia has

been described as the most democratic period in Indonesia's history.6 It is also,

however, regarded as one of the most politically instable periods since formal

independence was achieved in 1949. The large number of political parties failed

This is based on the fact that it contained almost all elements ofdemocracy such as astrong
parliament, accountability, independent and active political parties, afree and fair election (in 1955),
the existence ofbasic rights and a free press, and sufficient autonomy in the regions (Gaffar
1997:67).
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to form solid coalitions in order to consolidate power bases. As a result,

successive governments were dissolved and policy was difficult to implement.

In 1955 a general election was held. Although this election is widely

considered to have been free and fair, its result did not bring the political stability

desired. This situation was aggravated by several regional upheavals in Sumatra,

Kalimantan and Sulawesi due to dissatisfaction with the development policies of

the Central Government. These movements were supported by regional army

officers and reached their peak in 1958 with the failed PRRI/Permesta7 rebellions

against the Central Government (Nurjaman 1997:15-16). Although unsuccessful,

these movements were still regarded as a threat to the unitary state.

During this period of uncertainty, Sukarno was searching for reasons to

explain the chaos and instability. He decided these conditions were a result of

adopting an incompatible form of government which was based on "Western"

democracy which is founded on individualism and solves disagreements through

voting. He felt this was not in accordance with the "soul" (kepribadian) of the

Indonesian nation whose system of democracy should be based on the concepts of

kekeluargaan and gotong royong9 (mutual cooperation for an agreed objective).

Along similar lines problems should be solved through musyaraxvah (deliberation)

PRRI (Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia - Revolutionary Government of the Republic
of Indonesia) was based inSumatra and Permesta (Perjuangan Semesta - Universal Struggle Front)
was based in North Sulawesi.

Thecounter to 'Western' individualism inIndonesia isa notion of collectivism based on family
principles known askekeluargaan. Accordingly, successive Indonesian governments have referred
to Indonesia as a 'big family' (keluarga besar). Thisclaim isjustified by the notion that family
principles apply inevery component of society, from the village to the Head of State.

For a accountof the roleofgotongroyong in the construction of national tradition, see John R.
Bowen (1986) On the Political Construction of Tradition: Gotong Royong inIndonesia inJournal
of Asian Studies V. XLV, No.3, May, pp. 545-561.
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and mufakat (consensus) which Sukarno believed were two 'essential' Indonesian

cultural values. From these notions the concept ofGuided Democracy10 emerged

in 1957(Nurjaman 1997:16; Gaffar 1997:63-4).

In 1959 the period of parliamentary democracy came to an end. Gaffar

claims that parliamentary democracy failed due to three factors: the existence of

"political streams" (politik aliran)u which was not conducive to managing

conflict, a weak socio-economic base and the fact that President Sukarno and the

Army were unhappy with such a political system (Gaffar 1997:72-3). This third

factor is the one that is important here as Sukarno and the Army were in favour of

a more centralist^, less democratic system which was facilitated by the unitary

state structure which justified Central Government intervention.

It is from this point in 1959 that the function of the unitary state changed.

In 1950 a unitary form of state was adopted in order to avoid the real or perceived

dangers of neo-colonialism by the Dutch and other Western powers. In 1959, with

the advent of the Guided Democracy period, the unitary state was used to

implement increased centralisation of power in order to suppress internal dissent

and disagreement and promote stability. Sukarno adopted several strategies in

order to implement his vision. One of the most significant was a return to the

Constitution of 1945 (UUD '45).12 This effectively gave Sukarno, as President,

significant powers. Sukarno also enlisted the support of the Armed Forces

The lineages ofthis concept can bedrawn back toKi Hajar Dewantara's concept of"guided
democracy and policy making" (demokrasi dan kebijaksanaan kepemimpinan) (Soeratman
1977:74; cfReeve 1985:10,19).
11 For abriefaccount ofaliran politics see Gaffar (1997:73-4).
12 See chapters 3 and 4.
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(Angkatan Bersenjata Republik Indonesia - ABRI, now Tentara Nasional

Indonesia - TNI), in particular the Army, with the condition they be allowed a

political role.

The period of Guided Democracy had immediate and lasting implications

for democracy in Indonesia. For example, every decision that could not be made

through musyarawah was delegated to Sukarno himself (Sopingi 1999:9). In

addition, with the formation of Sukarno's National Council (Dewan National) and

affiliated regional councils the powers of the Regional Governments (Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah - DPRD) was dramatically reduced. As a result, the

relationship between the Central and Regional Governments declined rapidly

(Gaffar 1997:77).

2.3 Orde Baru

Several months after the attempted coup by the 30th September Movement

(Gerakan 30 September - G30S) Major General Soeharto was given a mandate to

govern in the form of a document entitled 'Surat Perintah Sebelas Maret'

(Supersemar). This was the start of the New Order (Orde Baru). Soeharto's first

aim was to eliminate the Army's main political rival, the Indonesian Communist

Party (Partai Komunis Indonesia - PKI). Ilaving achieved this, Soeharto's next

aim was to restore political and economic stability. In this regard, many of the

strategies of the Old Order were retained.11 Guided Democracy was replaced with

13 Afan Gaffar sees the New Order asintrinsically a continuation of the Old Order (Gaffar 1997:81).



16

"Pancasila Democracy" (Demokrasi Pancasila)14 which allowed for regular

elections whichwere tightly controlled by the Central Government's coordinating

body, Golkar (Golongan Karya - Functional Groups).15

Whereas during the Old Order power was shared between the President,

ABRI and the PKI, during the New Order power revolved around the President,

ABRI and the bureaucracy. In order to limit pluralism and consolidate power, the

New Order government implemented a program of corporatisation which reached

into every corner of civil society.16 Groups that had the potential to threaten the

government's hegemony were coopted by the government. Institutions which

were needed for democracy such as the legislative assembly (Dewan Perwakilan

Rakyat - DPR), political parties, mass organisations and the mass media had to

place themselves within the contexts of interaction with these three main

institutions of power (Gaffar 1997:85-87).17 Consequently, groups within civil

14 Pancasila isaconcept which states the five basic principles of the Republik of Indonesia: the
beliefin God Almighty; humanity that is just andcivilised; the unity of Indonesia; democracy guided
by the wisdom ofrepresentative deliberation/representation; social justice for all Indonesians. Fora
more detailedanalysis of Pancasila see chapters3 and 4.
15 Although it contested in general elections, during Socharto's rule Golkar was never
acknowledged as a political party. For a detailed account ofGolkar see Reeve (1985).
16 Anexample ofthis isthe Neighbourhood Associations (Rukum Tetangga/Rukun Warga -
RT/RW). These associations were first introducedby Japanese under the name Tonari Gumi and
effectively put a stop to the Netherlands East Indies government's policytoward the municipalities
which gave some powersof self-determination anda"certain measure of public participation"
(Niessen 1995:115). Tonari Gumi were primarily used for the dissemination of propaganda and
control ofthe urban population. The equivalentofTonari Gumi in Japan were abolishedafter the
war due to their perceived anti-democratic characteristics.
17

Taylor claims that within corporatism,"what occurs is an interweaving of society and
government to the point where the distinction no longer expresses an important difference in the
basisof power or the dynamicsof policymaking. Both government and associations draw on and
are responsive to the same public" (Taylor 1997:67).
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society could not effectively function as control towards the state (Culla

1999:216).,H

Political participation among the people was severely limited due to an

intensive program of depoliticisation. For example, Presidential Decision No. 82

in 1971 required all civil servants to pledge sole allegiance to the government (ie

Golkar). The number of opposition political parties was reduced totwo and within

these two parties recruitment was tightly controlled by the government. The civil

and military bureaucratic elite were dominant in making political decisions

whereas the people were only involved in implementing those decisions.19

Dialogue was only held vertically between elite groups not horizontally between

various interest groups as is found in a true democracy (Gaffar 1997:85).

As in the case with Guided Democracy, the unitary state structure

facilitated the New Order's centralist and corporatist strategies. The

comprehensive victory by Golkar in the 1971 General Election allowed it to

Fatah claims thatyears of coopting analysts and intellectuals during the New Orderled to a
pessimistic attitude to political change. Although most analysts agreed that political change was
needed, they often claimed there were structural and cultural factors which made this unlikely.
According to Fatah, this pessimistic attitude was counter-productive to the pro-democracy
movement (Fatah 1998:293). Asan example of this, despite hispro-democracy credentials, in 1997
Nurcholish Madjid claimed that Pancasila and the UUD l45 formed twoprinciples that were
collective agreements of the whole nation. In addition he supported a major role for ABRI based on
the need for stability and security asa precondition for democracy (Madjid 1997:132). See chapter
4 foran analysis of Pancasila and theConstitution post-Soeharto.

The term massa mengambang (floating mass) has been used to illustrate the lack ofpopular
political participation during this period. It refers to the requirement for themasses to become
involved in the political process only at the time ofelections. Cribb and Brown (1995:119) state
that programs like the 'Green Revolution' (toattain self-sufficiency in rice production),
transmigration and family planning "worked within theNewOrderas a kind of substitute for
politics...[and] enabled the government to point its concern for social welfare evenwhen its other
policies were causing difficulty and deprivation". These programs, moreover, "gave a generation of
Indonesians a sense of participation intheir country's future which thepolitical system refused
them".



18

implement policy virtually without compromise. In addition, the Cold War

facilitated the New Order as the capitalist powers (in particular the United States)

supported the maintenance of a strong centrally controlled unitary state in

Indonesia.



Chapter 3

Dominant Discourses Supporting the Unitary State

In this chapter I will outline and critically discuss three concepts that both

underpinned, and were underpinned by, the centralistic unitary state. These

concepts are integralism, Pancasila and the "Dual Function" (Dwifungsi)20 of the

Military. The intention here is to show how these concepts have been used to

support and justify a centralistic, authoritarian government and how the unitary

state structure provided the necessary foundation for such a system of

government.

Although I will address each concept in turn, all three concepts are

intimately intertwined21 and are components ofacomplete system ofauthoritarian

and anti-democratic government, continuously refined by both the Guided

Democracy and New Order regimes. I am not suggesting that these were the only

conceptsor strategies employed by these regimes to implement their vision of the

state. For example, Sukarno's Presidential Decree of 5 July, 1959 which

authorised reversion to theUUD '45, provided the constitutional legitimacy for a

Thisterm refers to the Military's socio-political as well as defence role.
Forexample, Schwarz claims that under theNew Order, "Pancasila has been seen as synonymous

withandjustification for an integralist view of the state" (Schwarz 1994:10).

19
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centralistic authoritarian government.22 In chapter 4 I will address the issue of the

UUD '45 in more detail.

3.1 Integralism

As mentioned in chapter 2, prior to the declaration of independence the

Indonesian elite debated the form ofstate the newly independent Indonesia should

adopt. Basically, the debate revolved around Supomo's vision ofan integralistic

state and Hatta and Yamin's more democratic and egalitarian state.23 Although

Supomo was prominent in formulating the UUD '45, he failed to have his vision

fulfilled via the Constitution.24 Despite this, the concept ofan integralistic state

has been very influential within elite circles of the Old and New Orders. This

section aims to provide a brief history of integralism and how it has propped up

22 Mangunwijaya believed that the Presidential Decree of5July, 1959 was the starting point for the
current conditions inIndonesia. Hebelieved that from this point theIndonesian government became
intrinsically a continuation of thecentralistic Dutch and Japanese colonial governments
(Mangunwijaya 1998:133). It should benoted here that thePresident's Decree was not accepted
without opposition. For example, Yap Thiam Hien's speech in front ofthe Constituent Assembly on
12 May 1959 concludes that theUUD '45 does not possess theminimum requirements to be
implemented within a democratic and constitutional state. Hien acknowledged that itwas possible
for the UUD '45tobring about ajust and prosperous society but that it was also possible itcould
cause suffering and misery. As a result he suggested the proposal to revert back to UUD berejected
(Hien 1998:42).

Hatta and other nationalists such asYamin were strongly against Supomo's idea as they were
worried about Indonesia becoming a hegemonic state (negara kekuasaan) or tyrannic state (negara
penindas) ifbasic rights such astheright to voice one's opinion were not guaranteed (Simanjuntak
1997:233; cf. Schwarz 1994:9).

Supomo wasnothappy when basic rights were accepted intotheConstitution as hefelt the final
product was a"hybrid" one with two conflicting concepts, ie integralism and liberalism
(Simanjuntak 1997:236). Supomo noted that ifthe UUD '45was constructed according to
principles ofkekeluargaan which excluded articles concerning individual rights, "maybe we [the
Indonesian people] will bescared that some time in the future the state will actarbitrarily". See
Soegito (1977:47).
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legitimacy for a unitary state and at the same time suppressed democratisation in

Indonesia.

The first point of reference regarding discourse of the integralistic state is

Supomo's speech on 31 May, 1945 to the Investigating Committee for the

Preparation of Indonesian Independence (Badan Penyelidikan untuk Persiapan

Indonesia Merdeka). In this speech Supomo identified three theories of state

which were based on individualism (perseorangan), class ("golongan") and

integralism (integralistik). Supomo himself was in favour of an integralistic state

which, according to him, "guaranteed the safety of the entire nation as a unity

which cannot be divided" (Yamin 1959-60: 111).

Supomo believed that "the principle of unity between leaders and the

people...is compatible with an Eastern way of thinking" (Yamin 1959-60:112). He

also suggested that there existed "family" bonds between rulers and subjects in

which there was"no sense of separation" between the two (Bourchier 1997:161-

2). This notion drew on the popular concept of kekeluargaan}5 Supomo had

studied in Europe and this experience combined with his extensive knowledge of

traditional (adat) law led to a desire that the Indonesian state not be based on

individualism, liberalism, capitalism or competition (Simanjuntak 1997:233).26

Although theconcept ofkekeluargaan was popular among many nationalists, its interpretation
was varied. For example, Hatta claimed that "evenina family...the members still must havethe
right to express their feelings inorderto takegood careof thecollectivity" (Schwarz 1994:9). On
theotherhand some analysts have claimed that this concept has been used to justify a patrimonial
authoritarian formof government. See Reeve (1985)and Bourchier (1997). Furthermore,
Mangunwijaya claims thisconcept makes it easy to validate actions of nepotism (Mangunwijaya
1998:103; cf. Charlie 1999:136)

Supomo used the village as a reference point for his views on communalism, social harmony and
a sense ofoneness between rulers and subjects. Some argued, however, that Supomo idealised and
homogenised villagelife(see Bourchier 1997:167-171).
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Although Supomo used the term "totaliter" (totalitarian) without

reservation, he did not support unjustified centralisation. He stated that "the

problem of centralisation or decentralisation of government depends upon the

time, place and problems faced" (Yamin 1959-60:118). Supomo also stated that

"automatically within astate that consists ofso many islands, many governmental

matters have to be handed over to the regional governments" (Yamin 1959-

60:119).

Although Sukarno never explicitly endorsed and integralistic state, he

nevertheless was more in favour of Supomo's vision of the Indonesian state than,

for example, Hatta's. This became increasingly apparent during his formulation of

Guided Democracy. The concept of an integralistic state, which does not

recognise opposition, was compatible with Sukarno reluctance to acknowledge

disagreement or opposition.

During the New Order, integralism, and the closely linked concept of

kekeluargaan, enjoyed arevival.27 Nurjaman offers several key words to describe

the New Order: economic development; pragmatism; rationalism; security;

practical expertise and politics without conflict (Nurjaman 1998:85). Borrowing

concepts from integralism greatly facilitated the development of these

characteristics. In 1993 Decree No. 11 by the People's Consultative Assembly

(Majelis Permusyawaratan Rakyat - MPR) states that an integralistic philosophy

had to be made into a concept of Indonesian nationalism (Sopingi 1999:22).

27

Foranoverview of integralism and the New Order, see Bourchier (1997).
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Abdullah et al state that "Supomo's 'family principle' [kekeluargaan] eventually

became one of the ideological mainstays of President Soeharto's New

Order...[and] was intended to furnish the new Indonesian state with the

ideological means of maintaining unity" (Abdullah et al 1993:13).

Integralism, Democracy and Individual Rights

The main problem with integralism is that it does not provide either

specific rights for individuals or groups, or accountability of the executive.

According to Reeve, "asserting the primacy of the collectivity, the 'national

interest' and the 'common good', the proponents of this vision of the state have

developed no means of dealing with those who will not accept their subordinate

role in the totality except through repression" (Reeve 1985:317). Simanjuntak

points outtwo further problems. Firstly, "the meaning of unity within the concept

of integralism differs from that with respect to national unity. That which is

important withrespect to national unity is efforts to overcome differences through

awareness of horizontal similarities and ties. Whereas according to integralism

there is pressure for the individual to integrate with the whole, that is the state"

(Simanjuntak 1997:25In). The second problem refers to the opportunity for

arbitrary actions by the state. If there is apparently no conflict within an

integralistic state, the perpetual problem is who has the authority to decide what

arethe general interests (Simanjuntak 1997:230).
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In addition, if we look closely at Supomo's pre-independence speeches,

we can see that his desire was for harmony and not authoritarianism. I have

already shown that Supomo did not endorse a centralistic state. He was also in

favour ofstrong communication between the leaders and the people in accordance

with his image of the traditional Indonesian village. He noted that, "the village

head...always pays attention to every movement within the community

and...always engages in deliberations (bermusyarawah) with the people" (Yamin

1959-60:113).28

This brings us to the problem of incompatibility between integralism and

democracy (Simanjuntak 1997:231). During the periods of Guided Democracy

and the New Order, conflict with the Central Government was deemed

detrimental to stability. As a result, democracy was sidelined. The adoption of

integralist concepts, which do not recognise opposition, facilitated the

implementation of anti-democratic rule.29 AsBourchier pointed out in 1997, "The

assertion that conflict and opposition within the national family is culturally

unacceptable makes it politically awkward for present-day reformers to draw on

Indonesia's own rich traditions of confrontationist political activity and

democratic thought." (Bourchier 1997:176).

In addition, Supomo was not against individual freedoms. In his speech on 15 July, 1945 to
members ofthe Investigating Committee for the Preparation ofIndependence (Badan Penyelidik
Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan - BPUPK) he staled, "ifwe wish for a system of
kekeluargaan within the Constitution...this certainly does not mean that people are not allowed to
form groups or express themselves" (Soegito 1977:56).

In addition, Bur Rasuanto has pointed out that a state based on kekeluargaan can easily become
a state for one's own family (negara untuk keluarga). He further notes that the relationship, rights
and responsibilities ofa father towards his family bears no relationship to that ofa leader towards
the people. See Kompas 8 September, 1999.
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According to Simanjuntak, sovereignty in an integralistic state can never

be sovereignty of the people (Simanjuntak 1997:228). Furthermore, integralist

theory does not explain the position of internal power relations within a state

(Simanjuntak 1997:246). The issues of popular sovereignty and the division of

power are always at the forefront ofdemocracy debates. In the next chapter I will

return to the problem ofintegralist concepts and discuss to what extent they are

stillvalidin Indonesia today.

3.2 Pancasila

According to Cribb and Brown, Pancasila was "created in 1945 as a non-

ideology, as a device to suspend the conflict between deeply antagonistic

ideologies" (Cribb & Brown 1995:145).30 As a consequence, they furthermore

claim that Pancasila is therefore "hardly promising raw material for the

construction ofa new ideology" (Cribb & Brown 1995:145). Despite this view,

Pancasila has become an ideology in its own right primarily as a result of the

efforts of the New Order government. It can even be said that during the New

Order Pancasila advanced in status from anational ideology to amoral code.

The development of Pancasila as an ideology first took place during the

Guided Democracy era. During the New Order, Pancasila was developed to an

even greater extent. The term 'Pancasila' was attached to every form ofsocial and

0A. Suhelmy has called Pancasila "a shield from all ideologies that exist". See Aliansi Keadilan
No. 07/1/9-15 April, 1999.
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political activity.31 For example, as well as 'Pancasila Industrial Relations' there

was also 'Pancasila Soccer'. The principle vehicle for propagating Pancasila was

the Pancasila Moral Education (Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengalaman

Pancasila - P4) program which provided guidelines for carrying out the principles

ofPancasila. A significant proportion ofthe population were required to receive

sucheducation, from students at all levels to civil servants.32

A major development occurred in 1978 when the MPR decreed that

Pancasila should become the sole guiding principle (asas limggal) for all social

and political activities (Cribb &Brown 1995:136). This decree culminated in Law

No. 3of1985 which required all.mass organisations (including political parties)

to acknowledge Pancasila as their sole guiding principle. According to Cribb and

Brown, one ofthe functions ofthis Law was "to deprive the [political] parties of

the basis for an identity distinct from Golkar's" (Cribb & Brown 1995:141).

Accordingly, "the Pancasila became an ideology of corporatism...[which]

presented an idealised vision of Indonesia as a community of diverse social

groups all working in harmony for the common good" (Cribb & Brown

1995:136).

31 In addition, the symbolism ofPancasila was widely propagated. For example, the logos ofall
state universities as well as state-built mosques have five sides, standing for the five guiding
principlesofPancasila.

Universitas Gadjah Mada even opened astudy centre to research 'Pancasila Philosophy' (The
term 'philosophy' is often misused. According to Socrates, the aim of philosophy is to critically
examine every assumption, beliefand 'fact' that exists. Ifwe agree with this definition, Pancasila
cannot be classed as atype ofphilosophy because it consists offive guiding principles the validity of
which cannot be questioned).
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As with the concept of integralism, Pancasila (as developed by the New

Order) is in conflict with the principles of democracy. In every society there exist

various elements thatcompete for the loyalty of the individual. In Indonesia, these

elements are regional, ethnic, religious, familial and national. With the aim of

hegemony, the New Order attempted to enforce loyalty to Pancasila, (and

therefore the state) over and above any other competing ideologies. Policies

which enforce the loyalty of individuals are clearly undemocratic.

It has been argued that the sidelining of these other competing ideologies

has at least partly contributed to the current threat of national disintegration in

Indonesia today. Once the New Order could no longer enforce sole loyalty to

Pancasila, latent ethnic and religious tensions sprouted. An article in the daily

Republika states that: "Experience shows us that stability and continuity of a

pluralist nation cannot be guaranteed by ideology forever. If an ideology is felt to

nolonger fulfil aspirations, then stability becomes wobbly and continuity of social

cooperation becomes problematic, ethnicity becomes an alternative and

disintegration becomes a possibility. Ethnic sentiment is not a cause of

disintegration, but rather the result of the failure of ideology to give a feeling of

justice within social cooperation".33 In the next chapter I will discuss the debates

surrounding Pancasila post-Soeharto.

33 Republika, 11 January, 1999.
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3.3 Dwifungsi ABRI/TNI

The 'Dual Function' or Dwifungsi of the Indonesian Armed Forces

(ABRI/TN1) has a certain amount of historical legitimacy. For example, during

the war of independence the military played a vital role, especially when the

civilian elite surrendered to the Dutch forces in 1948. At various other times in

Indonesia's history TNI has been largely responsible for preventing possible

national disintegration. Furthermore, Mangunwijaya acknowledges the logic of

the claim that because it is often civilians (ie politicians) that cause problems that

require military intervention, the military should thus be allowed a say in public

policy (Mangunwijaya 1998:237-8).

Despite this, there are some reservations about the legitimacy of

Dwifimgsi. For example, Cribb and Brown believe there are many historical myths

associated with the military's role in Indonesian history. TNI's claim of being the

linchpin ofthe revolution ignored the significant role of civilians (Cribb &Brown

1995:140). Mangunwijaya claims that those who perform a dual function is

society are all professions moreover all individuals, not just TNI (Mangunwijaya

1998:157,237).

The military had its first opportunity to have adirect role in politics during

the period approaching Guided Democracy. During the formulation of Guided

Democracy, Sukarno envisioned that ABRI would become acounterweight to the

PKI (Sanit 1997:38). In accordance with Nasution's "middle way" (jalan tengah),

Guided Democracy allowed ABRI to have members in the DPR and MPR (Sanit
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1997:38). Underpinning this development in Indonesian politics was the return to

the UUD '45 which gave ABRPs socio-political role a constitutional base

(Nurjaman 1997:18). During the period of Guided Democracy the role of the

military in politics strengthened. At one point Sukarno acknowledged that ABRI

possessed a fundamental right to hold a central position within politics and that

this role could only be reduced but not eliminated (Nurjaman 1997:27).

Following the elimination of the PKI following the events of 1965, ABRI

became the central pillar of New Order regime (Cribb & Brown 1995:140).

Consequently, questioning the legitimacy of Dwifimgsi was taboo. But as

Mangunwijaya points out, if the practice ofDwifimgsi has to be made permanent

for the sake of guaranteeing defence and security (hankam) and peace and order

(kamtib) which is needed for the sake ofthe nation, then after more than 30 years

Dwifimgsi has to be regarded as a failure (Mangunwijaya 1998:241).

It is generally agreed by both military and civil circles that the role of the

military should be proportional with the needs ofthe times. For example, in 1996

retired Jendral TNI Soemitro stated that the intensity of ABRl's socio-political

role had to depend on the conditions within the nation. The problem is how to

decide whether the conditions are normal or emergency (Nurjaman 1997:5). It is

also difficult to deny the proposition that the involvement ofmilitary in politics is

not conducive to democracy (Uhlin 1999:91). In the next chapter I will further

discuss these issues.



Chapter 4

Political Change and Alternative Discourse Post-Soeharto

As a useful starting point for this chapter, Uhlin has commented that, "the

status of Pancasila as the national ideology, the concept of the integralistic

state,...and thenon-existence of a counterweight to the military has been criticised

and negated by the principles and ideas of democracy" (Uhlin 1999:85). In the

previous chapter I discussed three major concepts that were not only used to

ensure the continued integrity of the Indonesian state, but also to justify a

centralistic, authoritarian and thus non-democratic system of government. In this

chapter Iwill look at alternative discourse to integralism, Pancasila and Dwifungsi

that has appeared since 1997 and which has blossomed since the fall of Soeharto.

The first development I wish to discuss is"reformasf\

4.1 "ReformasF

Since the beginning of East Asia's economic crisis in 1997 the calls for

reform in Indonesia became increasingly louder until former President Soeharto

stepped down on the 21 May, 1998. Since that time Indonesia has experienced

political reforms which were denied by successive governments since the period

ofGuided Democracy. At first many observers were sceptical about reformasi as

30
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they believed it was simply a "cover" for the continuation of the New Order.34

Despite this observation, it has become increasingly harder to remain sceptical

about reformasi. For example, Indonesia now has a civilian as its Head of State

and both the Habibie and Wahid governments have been increasing responsive to

public opinion.35

Freedom of expression has also greatly increased36 as has the possibility

for historical revisions.37 Many political prisoners have been released38 and there

has begun a process of 'de-sanctification' (desakra/isasi) of language, concepts

and topics ofdiscussion and criticism. Tight restrictions concerning the right to

organise and form groups have been lifted, with the result that the numbers of

political parties and representative organisations have blossomed. Despite these

developments, Mangunwijaya reminds us that total reform is identical with

This observation was largely based on the view that Soeharto's replacement, B.J. Habibie, was
one ofSoeharto's closest associates. Several oppressive and un-democratic laws were also
proposed by the Habibie Government (Perpu No 2/1998 tenlang Penyampaian Pendapat di Muka
Umum [Legislative Regulation No. 2/1998 regarding Expressing One's Opinion in Public] and
Rancangan Undang-Undang Penanggulangan Keadaan Bahaya [Bill regarding thePrevention ofa
State ofEmergency]). Furthermore, Mangunwijaya claimed the term 'reformasi' had been coopted
byNewOrder elites (Mangunwijaya 1998:48).

Onthe 18October, 1999 Suara Pembaruan reported thata special session of theDPRD in Irian
Jaya voted to reject theproposal from the Central Government that Irian Jaya should bedivided
into three provinces as this was not in accordance with the "aspirations ofthe people". In addition,
Government Regulation No. 2/1998 regarding Expressing One's Opinion in Public was eventually
removed due to similar reasons.

For example, former rebels ofPRRI/Permesta were given media coverage regarding their views
on autonomy (seefor example TheJakarta Post 9 November, 1999).
37 For example. ProfDr Loebby Loqman has called for an historical revision ofthe G30S/PKI
incident (Kompas 26 October, 1999).

Prominent political prisoners such asMochtar Pakpahan and Sri Bintang Pamungkas were
released bytheHabibie government. Following the most recent election. President Wahid has
released Budiman Sudjatmiko and other Partai Rakyat Demokratik (Democratic People's Party -
PRD) members.
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reform of the system or structure and not just the people that make up the

government (Mangunwijaya 1998:42-3).39

4.1 a. Political and Legal Reform

Since the fall of Soeharto political reform has been rapid. Many new

reformist laws have been passed, a free and fair democratic election was held in

June, 1999, and reforms to the Constitution have begun. In this section I will give

an overview of political developments and relate them to the discourse

surrounding the future ofthe Unitary State in Indonesia.

New Laws and Regulations

Reform of Indonesia's laws since May, 1998 has been in two forms.

Firstly, several laws that were deemed inappropriate in the new climate of reform

have been removed.40 Secondly, the MPR has been very active in creating new

laws that are in accordance with the new political conditions in Indonesia. New

laws and regulations concerning development, monopolies, corruption, collusion

and nepotism, general elections, consumer rights, regional autonomy, human

rightsand freedom of the press have been createdand implemented.

It should also benoted here thatat thebeginning of theNew Order many such changes also
occurred - for example, political prisoners were released, many intellectuals and artists were once
more freeto express themselves andexiles were able to return to theirhomeland (Sopingi 1999:17).
40 For example, the Anlisubversion Law of1963 was removed at Ihe end ofMarch, 1999 (Tempo
19 April, 1999).
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Constitutional Reform

One of the most important developments in post-Soeharto Indonesia has

been debates about constitutional reform. Daniel Dhakidae claims that "political

discourse regarding the Constitution has become the cause, and at the same time

the result of, reformasi".41 According to Bur Rasuanto, it is impossible for the

ideals of reformasi to be realised without an amendment to UUD '45.42 Since

Sukarno's Presidential Decree in 1959 until the fall of Soeharto, the Constitution

of 1945 has been promoted by successive governments as "sacred" {sakraf) and

therefore unchangeable.43 This contradicts the original intention of its

formulators, who clearly stated it was an emergency constitution that would need

to be perfected according to the demands of the times.44 The UUD '45 was

deliberately made very general and flexible so it could be easily altered in the

future (Sopingi 1999:9).

In post-New Order Indonesia, there are two streams of thought with regard

to the UUD '45. Firstly, there are those who are unconditionally loyal to the UUD

'45 and do not want to see any changes to the Constitution.45 The second group is

41 Kompas 13 October, 1999.
42 Kompas 8 September 1999
43 In front ofthe Constituent Assembly in 1959 Sukarno referred tothe UUD l45 as "the National
'Bible' which is holy and pure...!" ("Kilab Nasional yangsuci-murni...!"). Despite theseclaims, it is
not possible to regard the UUD '45 as unchangeable as article 37 statesthe conditions for changing
the UUD '45.

Sukarno himself acknowledged the UUD '45 wasto be temporary, could possibly be called
revolutionary innature and that"later" {natui) would bemade more perfect andcomplete
(Mangunwijaya 1998:19).

This group mainly comprises certain members of the military and conservative New Order civil
elite. For example, Samsudin, a retiredarmed services officer and currently a member of Komnas
HAM, believes that all Indonesians agree that the UUD '45 has to be maintained (Kompas 16
September, 1999).
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in favour of major changes to the UUD '45 in line with the democratisation

process and demands of the times. Within this group there are some that believe

that the "spirit" or original intention of the UUD '45 is noble, but that its

flexibility has been abused by the governments of the Guided Democracy and

NewOrder periods.46

Regarding the second group's claims, Tully states that, "constitutions are

not fixed and unchangeable agreements reached at some foundational moment,

but chains of continual intercultural negotiations and agreements" (Tully

1995:185-6). Supporters of constitutional reform generally agree that the UUD

'45 is deficient in the following areas:

- a strong commitment to humanrights, political rights and

decentralisation;

- excessive powers are afforded to the President;47

- lack of ministerial responsibility to parliament; and

- lack ofexplicit separation of powers betweenthe executive, legislative

and judiciary.48

A more radical proposal to amendment is offered by Indro Sugianto. He believes

the entire Constitution has to be changed rather than existing articles amended.

46 Mangunwijaya claims that because ofthe UUD c45's temporary nature, it is too "loose"
(longgar) and flexible so that it gives latitudefor any president to manipulate it (menekuk-
betuhiya) arbitrarily (Mangunwijaya 1998:37-8). TheJawa Posclaims that as the UUD '45 is easy
to interpret, it is thus easyfor a regime to abusetheirpoweryet claim suchactionsas
'constitutional' (Jawa Pos 9 October, 1999).

Manypolitical commentators havesuggestedthat the President shouldbe limited to two terms in
office. Prof Dr Sri Soemantri believes the Constitution should also include provisions for former
presidents to be brought to justice should they err or commit an offenceduring their period in office
(Kompas 21 September, 1999).

I will deal specifically with the issue of the separationof powers in the next section.
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This is in line with hisbeliefthat "the content of constitutions is based on howthe

people wish to be governed by a certain authority". Therefore there should be

public debate about what thecontent of theConstitution should be.49

Following these debates there has been actual progress regarding the issue

of constitutional reform. In September, 1999 representatives from the seven

leading political parties agreed to discuss the amendment ofthe UUD '45 during

the SU MPR. On 9 October, 1999 Jawa Pos reported that all the MPR factions

had agreed to an amendment of the UUD '45. Following the SU MPR in October,

1999, the MPR agreed to prioritise the amendment ofnine articles relating to the

division of power (ie reducing the power of the President and increasing the

powers of theMPR/DPR).50

Division of Powers

This issue deserves special attention as it is at the crux of constitutional

and legal reform. Tully states that, "the majority of contemporary societies divide

power invarious ways to allow regions, peoples and nations to govern themselves

to different degrees...and...to place checks on the corrupting tendency of

concentrating power in a single, central body" (Tully 1995:195). As mentioned in

the previous section, the current Constitution in Indonesia does not provide for a

clear separation of powers between the executive, legislative and judiciary.

According to Dr Philipus M Hadjon, a system of 'checks and balances' can only

Interview atYayasan Lembaga Bantuan Hukum, Surabaya, 11 November, 1999.
50 Kompas 20 October, 1999.
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be implemented where the executive, legislative and judiciary operate

independently.51 In addition, the UUD '45 affords too much power to the

executive.52 Another issue ofconcern with regard to the division of power is to

what extent the populace should be involved in the decision-making process.

Many of the current problems concerning national stability and integrity

have been attributed to the excessive powers of the executive. For example, the

decision by former President Habibie to grant the option of independence to East

Timor has been widely criticised. Tjipta Lesmana of Universitas Indonesia

believes such a decision should have been made by the MPR.53 Soetardjo

Soerjoguritno of the Indonesian Democratic Party of Struggle (Partai Demokrasi

Indonesia Perjuangan - PDI-P) stated that this decision should have involved

political parties and in fact the whole Indonesian population.54 As another

example, in a Kompas poll on the 13 September, 1999, 72.9% of the 800

respondents contacted were against the declaration of a state of emergency

without the prior agreement of the DPR. Accordingly, Ignas Kleden believes that

the political elite need to support a shift from a patrimonial conception of law to a

democratic one.55

Another debate has centred around increasing the level of political

participation by the people. For example, An MPR committee has already

51 Kompas 10 September, 1999.
52 For an overview ofthe power afforded, to the President in relation to MPR/DPR and legislative
bodies see Hien (1998:40-42).
33 Jawa Pos 6 September, 1999; cf. Kompas 10 September, 1999.
4Jawa Pos 6 September, 1999. Furthermore, Ismet Fanany suggests there should have been a

national debate first (Kompas 23 September, 1999).
55 Kompas 14 October, 1999.
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proposed that all members ofthe DPR be chosen directly by the people. Another

change to the current system that seems likely tooccur is the direct election of the

President rather than election by the MPR. As Ipong S Azhar of Universitas

Jayabaya has stated, ifIndonesia wants a political system that positions the people

as the main actor in determining who is in power, the President has to be directly

chosen by the people or the MPR has to formulate a decree that states that the

political party that obtains the greatest number of votes will be given the first

opportunity to form a government.56

4.1 b. Cultural Reform

As is often the case, cultural reform has accompanied the renewed sense

ofpolitical freedom and popular participation. For example, historical references

concerning previously taboo subjects have been published.571 Iistorical events that

were previously considered 'sacred' (sakral, keramat) have even become the

source of humour.58 Cultural production by the New Order has begun to be

exposed.59 Even locally produced Sinetron (Sinema Elektronik - Soap Operas)

56 Kompas 15 October, 1999.
Forexample, books onGerwani (the PKPs women's organisation), Marxism, theevents of

1965-6and the lives of political prisoners on the island of Bum.
On 7 October, 1999 a humorous program entitled "Semar Super" was broadcast oncommercial

television (See Kompas 10 October, 1999). The title is a play-on-words of"Supcrscmar" - the letter
that handed over the reigns of government from Sukarno to Soeharto.
59 In an article in Kompas on 11 November, 1999 entitled "Sinema Indonesia Sengaja
Mereproduksi Gagasan Militer Lebih Unggul dari .S7p//"(Indonesian cinema reproduces the idea
that military issuperior tocivil), the author claims historical manipulation by the New Order.
Interestingly, the article also claims that the level ofacceptance ofthe former government's version
ofevents is stillhighwithinthe community.
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have touched on previously sensitive topics.60 To cite another example, the

author, Pramudya Ananta Toer, who was imprisoned (and then placed under

house arrest) bytheNew Order, was recently invited to meet President Wahid.61

4.1 c. Freedom of the Press

Followingderegulation of the mass media, hundreds of new press licences

(Surat Izin Umum Penerbitan Pers - SIUPP) have been issued, mostly in Jakarta.62

Both established and new media have enjoyed a period of freedom incomparable

with the Guided Democracy and New Order periods. Whereas during the New

Order journalists and reporters were subject to a culture of self-censorship, since

the decline of Soeharto they have been free to report issues as they see them. On

the whole this has been an extremely positive and important development. Prof A

Muis of Universitas Hasanuddin believes the media in Indonesia has already

become a political institution in the form of a watchdog in accordance with its

status as the "fourth pillar of democracy". He gives the example of the General

Session of the MPR which was broadcast live "without censorship or

engineering".63 Along these lines the mass media has been a major actor in

60 Forexample, ananti-Habibie demonstration, a conspiracy between business and political parties
and a scene in 1965 wherea suspected communist waskidnapped (Kompas 12 September, 1999)
61 Kompas 28October, 1999.
62 New Press Laws agreed to inSeptember 1999 do not require prospective publishers etc to apply
for a SIUPP but to simply inform the relevant government agency.
63 Kompas 25 October, 1999. Despite this view, he still believes there are toomany restrictions.
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uncovering and exposing the corrupt practices and human rights abuses of the

New Order.64

This newfound freedom has not, however, been free of problems or

criticism. In a Kompas article on.9 February 1999 it was claimed that during the

New Order the press was not free but responsible, and now free but irresponsible.

When ANteve conducted an interview with Teuku Abdulah Syafei, Commander

of the Free Aceh Movement (Gerakan Aceh Merdeka), the management were

consequently investigated by police who claimed the interview disturbed the unity

and integrity of the state.65 In its own defence, ANteve claimed the police had not

acknowledged the new status of the press which is guaranteed by press laws.

Kacung Maridjan believes that criticism from the media is too focussed on the

Central Government. Political parties and local government also have to be the

focus of criticism.66 Kuntowijoyo, a cultural observer, is even more critical. His

main concern is that without accurate information, the process of democratisation

will not occur. From his observations of the press, he states that: sensationalism is

used to attract a shareof market; bias towards particular political interests is more

evident than the reportingof facts; and the right of the public to true information

has been seized bythe mass media inthe name of "freedom" (kebebasan).67

For example, an organisationcalledPerhimpunan BantuanHukum dan Hak Asasi Manusia
(PBH1) ran advertisements in Kompas duringSeptember, 1999showingpholos of an liasl
Timorese who was allegedly harassed andthen shotdead by Indonesian security forces. The
advertisements urgedreaders to complete andsend a petition to thegovernment and opposition
figuresdemanding an end to humanrights violations.
65 Kompas 10 October, 1999.
66 Interview atUniversitas Airlangga, Surabaya, 11 November, 1999.
67 Kompas 28 October, 1999.
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After consideration ofthe above observations, what is the role, if any, of

the media in unifying the nation? Has the media post-Soeharto played a positive

or negative role in national unity? These questions follow from the common

opinion in both governmental and non-governmental circles that certain elements

of the press violate journalistic ethics, provoke brutal actions by the masses and

"disperse the seeds of disintegration" (LSPP &AJI 1999:30).68

According to Kacung Maridjan, the media as a unifier of the nation is a

New Order concept. He believes the media has to be controlled not by state but by

society and that "the mass media can unite the nation within the context of

democracy".69 Yap Thiam Hien believed that the law is the one and only threat

that can be used against the exercising ofvarious freedoms (Hien 1998:42). Herb

Feith believes that although the media is subject to the rule of law, it can also

affect national unity simply by invoking terms like "disintegrasi" (disintegration -

in this context, national disintegration).70 Djoko Sulistyo thinks that the

Indonesian media post-Soeharto has failed to unite the nation because their

reports are not proportional to the facts.71

Speaking from ajournalist's perspective, R.H. Siregar from theJournalists' Association of
Indonesia (Persatuan Wartawan Indonesia - PWI) claims that ifthe report isfactual and based on
credible and competent sources then the press is not atfault in this regard (LSPP &AJI 1999:31).
69 Interview at Universitas Airlangga, Surabaya, 11 November, 1999.
70 Interview in Yogyakarta, 19 November, 1999.

Interview at Universitas Airlangga, Surabaya, 10 November 1999.



41

4.2 Discourse Post-Soeharto

4.2 a. Democracy

Fatah claims that during the last few months of the New Orderthe people

became less tolerant towards non-democratic practices which eventually reached

its peak at the beginning of 1998 (Fatah 1998:295). Since the resignation of

Soeharto, Indonesia has experienced a process of democratisation that has led to

the first free and fair democratic elections since 1955.72 In this regard, Indonesia

has joined other formerly non-democratic states in a global trend towards

democracy. In the last chapter it was claimed that integralism is not compatible

with democracy. In accordance with this notion, the legitimacy of integralist ideas

which do not recognise opposition or difference of opinion has declined in line

with the rise of democracy discourse. The purpose of this section is to analyse to

what extent democratisation has prevailed over not just integralist notions, but

also the other previous dominant discourses discussed in chapter 3, and how this

has affected debates regarding the future of the unitary state in Indonesia.

The history ofdemocracy inIndonesia has not been a long one.74 From the

period of Guided Democracy until the general election in June, 1999, Indonesia

" Gaffar statesthat during theNewOrderelections werea tool to obtain somelevel of legitimacy
to rule for the following period, rather than a means of carrying out the principles of democracy
(Gaffar 1997:84).
73 •

Kim Dae Jung (1994:189) believesthe demise of the Soviet Union was "the triumph of
democracyover dictatorship"as opposed to capitalism over socialism.

'Democracy' here refers to a systemof government that fulfils a minimum numberof universally
accepted criteria. Although thesecriteria vary slightly from definition to definition, therecouldstill
be saidto be certain criteria that must be in place for a system of government to be called
democratic. For example, Gaffar liststhe following preconditions to evaluate whether or not a
particularpolitical order is democratic: accountability; rotation of power; open political recruitment;
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was governed by successive authoritarian governments. As mentioned in chapters

2 and 3, the Indonesian political elite have always tried to reconcile concepts of

government, including democracy, with Indonesian culture and tradition. Both

Sukarno and Soeharto appealed to real or imagined 'traditions' in order to seek

legitimacy for their indonesian-style democracy' and consolidate their own

positions of power.75 Although during the periods ofGuided Democracy and the

New Order there were many supporters of a universal form of democracy, it has

only been recently that they have been able to openly express this idea of

universal democracy.76 As Taylor points out, "Western democracy was never

writtenin the genes"(Taylor 1997:69).

In line with this shift of discourse to universal democracy, one of the

major problems facing the current democratic Indonesian government is how it

will address the problems created by pluralism. As Alfian points out, rather than

stimulate the development ofa political system which can solve societal problems

regulargeneral electionswhich are free and fair; the existenceofbasic rights (Gaffar 1997:63-4). In
this regardI am not classifying 'Guided Democracy' or 'PancasilaDemocracy' as derivatives ofa
democratic system.
75 As example ofthis is the concepts ofmusyarawah and mufakat which, according toIndro
Sugianto, have"often been glorifiedas valueswhichare very democraticand uniquely Indonesian
whereas in fact they are often manipulated". For example, if during the process ofmusyarawah or
mufakat the position of everymember is not equal, exploitation can occur. Interview at Yayasan
Lembaga Bantuan Hukum, Surabaya, 11 November, 1999. Interestingly, in 1994 Ipong S. Azhar
pointed out that although the NewOrdereliteoftenglorified musyarawah andmufakat as they
believedthese conceptswere "manifestations of [Indonesian] history"(as they aimto seek
agreement from all parties), voting was the dominant methodof resolving issues. See Bernas 31
January, 1994.

In 1997,Gaffar pointed out that discourseon democracy had begun to take on a much more
universal nature, although he acknowledged that possibly inopposition circles thiswas always the
case. He also stated that many believe the implementation ofuniversal democracy can
accommodate local values(Gaffar 1997:65). As an exampleof this movement towards a universal
interpretation ofdemocracy, Amien Rais has stated that "the mechanismof checks and balances
does not need to be related to the spiritof liberalism becausethis mechanism is a basiccharacteristic
ofuniversal democracy" (Rais 1999a: 10).
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in ademocratic way, pluralism has been the cause of political tension, ideological

conflict, regionalism and religious disputes in Indonesia. Because of this, feelings

of listlessness and even hatred towards democracy have emerged within certain

groups (Alfian 1997:99). During the periods of Guided Democracy and the New

Order, pluralism was suppressed in the name of stability. As the principles of

universal democracy support pluralism, as it gives every individual or group the

opportunity to express their wishes, the challenge for the Wahid government will

be to manage the problems of pluralism without risking national unity and

integrity (see next section).

Whether national unity is strengthened or hampered by the

democratisation process largely depends on whether or not the civil elite are

capable of keeping this process 'on track'. The outcome of the failure of

Parliamentary Democracy is a potent example for the present day civil elite. At

that time the failure of the civil elite led to instability which threatened national

unity andculminated in Sukarno's Presidential Decree. In contrast, in present day

Indonesia democracy is widely regarded as the key to maintaining national unity

and territorial integrity. To this end, the success of the democratisation process

largelydepends on the actions of the political parties.

Therehasbeen both positive and negative reactions to the performances of

the political parties post-Soeharto. Indro Sugianto is concerned about political

parties unethicallyusing their mass support basesto influence policy. This has the

potential of producing horizontal conflicts (ie among the supporter bases) which
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in turn could provide an opportunity for the military to reconsolidate their claim

to alegitimate political role.77

In line with these democracy debates, there has also been discussion as to

the role of leadership in the Indonesian state. Past dependence on a "strong

leader" has been criticised as being one of the causes of national disunity.

However, as in the past there still seems to be excessive emphasis placed on the

role of leaders as opposed to structural change.78 Addressing this phenomena,

Ignas Kleden states that "authority (kekuasaan) in Indonesia is still regarded as

sacred (sakral) and the managers of authority are regarded as infallible (harus

sucif*. Setiawan Djody sees a paradox in post-Soeharto Indonesia. He feels that

Indonesia still needs a strong leader but the kind ofcentralism this need can create

leads to aweak government and ultimately national disintegration.80

Some commentators are not concerned with the absence of a strong leader.

For example, Prof Dimyati Hartono believes disintegration occurs due to injustice

and the rule of law not being maintained - not the absence of a strong leader.81

DuringHabibie's term as President, Arbi Sanit claimed that because Indonesia no

longer had a strong leader, the national leadership would thus be developed in a

Interview at Yayasan Lembaga Bantuan Hukum, Surabaya, 11 November, 1999. Kacung
Maridjan notes from his own research that there were many cases ofpolitically-motivated violence
or threats of violence during therecent election campaign. In East Java alone heidentified 1600
suchcases. Interview at Universitas Airlangga, Surabaya, 11 November, 1999.

Reeve states that, "thecentre and Sukarno's person were increasingly glorified as thesource of
power that held society together, but again apparently out of the failure ofGuided Democracy to
create thenecessary institutions" (Reeve 1985:210). In 1997, Nurcholish Madjid claimed that
Indonesia needed to shift from dependence on individual leaders to anobjective governmental
system (Madjid 1997:142).

Kompas 14 October, 1999.
80 Republika 13 October, 1999.
81 Kompas 22 September, 1999.
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collective manner, using methods such as debating and voting to make decisions.

Setiawan Djody claims that "a leader who is too strong in fact impedes the

process ofdemocratisation".82

In an article in Kompas in September, 1999, Amir Santoso seems to

attribute the current threat of national disintegration to alack of leadership. He

cites the Soviet Union and Yugoslavia as examples of national disintegration due

to the loss ofastrong centralist state and strong leader. Relating this problem to

Indonesia, he states that the problems of regionalism and ethnic and religious

conflicts are due to lack of leadership. Furthermore, he claims that because the

military and police also do not posses leaders with authority {herwihawa\ this has

given an "opportunity" for separatist movements to make their claims.83

Since Abdurrahman Wahid came to power, there has been some concern

about what sort ofleadership style he will adopt. This concern is partly based on

comments Wahid himself has made. For example, in early 1999 Wahid claimed it

was time for students to "return to campus" (ie not protest outside campus)

because 'the Government understands the students' aspirations" (Wahid

1999:11). This statement begs two questions. Firstly, as Wahid was at that time

not part of the Government, how could he know that the Government understood

the students' aspirations? Secondly, how can he claim to understand the

aspirations of any group when they are constantly changing? The above example

82 Republika 13 October, 1999.
83 Kompas 7September, 1999.
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shows patrimonial tendencies which some claim are largely attributable to

Wahid's background as former Chairman ofthe Nahdlatul Ulama (NU).84

4.2 b. "Unity in Diversity"

In the era of reformasi, the concept of Pancasila and its past and future

role in Indonesia has been the topic of much debate. In the corporatist Guided

Democracy and New Order eras, diversity was heavily suppressed using various

tools including Pancasila. According to Sulhelmy, Pancasila "killed other

ideologies despite the fact that culturally, [Indonesian] society is pluralistic".85

However, in the new democratic Indonesia the use of Pancasila as a means to

suppress differences is widely considered inappropriate. As Bourchier points out,

"political culture is not an entity, the logic or essence of which can be discovered,

but rather a realm full of competing and often contradictory impulses" (Bourchier

1997:179). As an example of this new attitude towards Pancasila, on the 13

January, 1999, the DPR agreed that Pancasila was no longer required to be the

"sole guiding principle" (asas tunggal) of political parties, providing their chosen

"guiding principle" did not conflict with Pancasila.

4Indro Sugianto is concerned about the influence of"kyai [Islamic scholar] culture" on Wahid.
According to Sugianto, this culture states that thekyai cannot beaccused of being wrong
{disalahkan). Asa consequence, people underthe authority of a kyai cannotbe critical which can
giveriseto authoritarianism (Interview at Yayasan Lembaga Bantuan Hukum, Surabaya, 11
November, 1999). A further example of Wahid's patrimonial tendencies can be seen in hisdesire for
former president Soeharto not to be prosecuted. Wahid's stanceon this issue is related to his own
(Javanese)culture which respects elders (see Wahid 1999:11).
85 Aliansi Keadilan No. 07/1/9-15 April, 1999.
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There is, however, still widespread support for Pancasila, provided it isnot

monopolised by the government. Emil Salim, for example, believes that Pancasila

contains values that can unite the nation, provided it is dynamic and is developed

by the people.86 Kacung Maridjan believes that everyone has the right to interpret

Pancasila, not just the government. He furthermore claims that Pancasila is still

accepted as the state ideology by the vast majority of Indonesians. In its

fundamental form, Pancasila is in accordance with the Universal Declaration of

Human Rights.87 Indro Sugianto likewise believes there is no problem with the

principles of Pancasila. In order to be maintained, however, Pancaslia has to

remain an "open" concept. Samsudin argues that Pancasila possesses universal

and modem principles that "can address problems that arise in society at different

times".89 Lastly, Aliansi Keadilan has stated that Pancasila is still needed as the

"glue" that keeps the nation together.90

In post-Soeharto Indonesia there has been a movement towards acceptance

and even celebration of pluralism. This has occurred for two reasons. Firstly, as

mentioned in the previous section, acceptance of pluralism is in line with the

demands of democracy. Secondly, many commentators have pointed to the futility

of suppressing pluralism. In an article on the concept of kekeluargaan, Bur

Rasuanto states that "the concept of pluralism formulates a nation from social or

86 Kompas 3 September, 1999.
87 Interview atUniversitas Airlangga, Surabaya, 11 November, 1999
88 Interviewat Yayasan Lembaga Bantuan Hukum, Surabaya, 11 November, 1999.
8V Kompas 20 March, 1999.
90 Aliansi Keadilan No. 07/1/9-15 April, 1999.
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ethno-historical facts [whereas] the concept of unitarianism formulates a nation

from apriori abstract concepts".91

Mangunwijaya believed that the fatal mistake of the New Order was to

"replace" the official national motto [bhinneka tunggal ika - unity in diversity]

with "kesatuan dan persatuan" which implied that matters should be handled in a

centralistic manner (Mangunwijaya 1999:182-184; cf. Nasution 1999: 136-7).92

On the contrary, 'bhinneka tunggal ika' is a motto that is universal and valid

anywhere in the world that wishes for progress (Mangunwijaya 1999:182-184).93

Nasution believes the concept of "persaluan dan kesatuari" refers to the desire for

uniformity. As a consequence, differences, rather than being valued as a part of

diversity are seen a potential threat (Nasution 1999: 136-7).

To sum up this section, the following comment by Tully is particularly

useful:

The most common objection to the recognition and

accommodation of cultural diversity is that it will lead to

disunity...Even if cultural uniformity were necessary to unity, the

only just way it can be obtained is through consent of those

affected. More decisively, the inference is false. The imposition of

91 Kompas 8 September, 1999.
92 Charlie thinks the expression 'persatuan dan kesatuaif has been overused because the status quo
is "scared ofdifference". She believes the key to reform of this expression is to change it to
"pemerdekaan dan kemerdekaan" (liberation and liberty) (Charlie 1999:139).
3The official motto ofthe Indonesian state has always been "bhinneka tunggal ika". When

Mangunwijayasays it was "replaced" he means replaced within elite discourse which was then
propagated to the people.
94 Similarly, Sopingi claims that during the New Order itwas "as ifthe understanding of 'unity'
{persatuan) was identical with 'uniformity' {keseragaman)" (Sopingi 1999:25).
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uniformity does not lead to unity but to resistance, further

repression and disunity. The proof is in the dismal record in

practice...The suppression of cultural difference in the name of

uniformity and unity is one of the leading causes of civil strife,

disunity and dissolution today.

(Tully 1995:196,197)

4.2 c. The Military and Civil Dichotomy

Dwifungsi

The demands of reformasi have forced the military to redefine its role in

the Indonesian state. In line with the military's own reform program, the police

force was officially given independent status and to acknowledge this

development, the Military changed its name to TNI. Many commentators have

claimed that the legitimacy of the. Indonesian military is at its lowest point ever.95

The number of seats allocated to the military faction in the MPR has been reduced

from 75 to 38. The legitimacy of the conceptof Dwifimgsi itself is currentlybeing

debated. This debate has two main lines of argument. Firstly, the military have

been accused of abusing their dual role to the extent that national unity and

integrity has been, and remains, under threat. Secondly, it is being debated

whether the concept of Dwifungsi is appropriate in the present climate of

95 In aKompas poll on 5October, 1999, 65.9% ofrespondents answered that TNl's image (citra)
was"bad" (buruk). In addition, 71.9%of respondents believed that TNI supported the interests of
those in power rather than the people.
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democratisation.96 This second argument is especially relevant given the rise of

civil society, and the civil elite, in post-Soeharto Indonesia.97

Addressing the first argument, Nasution has claimed that TNI has

destroyed the concept of negara kesatuan because they regard themselves as the

most superior element in defending the unitary state (Nasution 1999:146). In

addition, not only have past abuses of the military been blamed for the current

social instability, but TNI have also been accused of triggering and aggravating

ethnic and religious conflicts in present-day Indonesia in order to defend their

political role (Uhlin 1999:79).

With respect to the second argument, in 1995 Cribb and Brown claimed

there weretwo mainbarriers to the removal of Dwifungsi:

1. The military's own uncertainly about the capabilities ofcivilian government;

2. The reluctance ofthe military to give up theirprivileged position [at thattime].

(Cribb & Brown 1995:153)

Although these two barriers are still relevant today, the loss of legitimacy and the

momentum of reformasi has forced the military elite to retreat from the centres of

power. The civil elite almost unanimously agree that Dwifungsi hasto be ended as

it is no longer valid in the current [democratic] context to claim that Dwifimgsi is

still needed to defend national integrity.98 The only point of disagreement among

Indro Sugiantobelievesthat a socio-political role for the military is not conducive to democracy
as it givesa special right to one certaingroup within society. Interviewat Yayasan Lembaga
Bantuan Hukum, Surabaya, 11 November, 1999.

As an example, following the election of Abdurrahman Wahid as President, for the first time the
Minister ofDefence was required to be a civilian.
98 r" ...

For a more conservative viewpoint in this regard see lndria Samego el al (1998) "...BilaABRI
Menghendaki": Desakan-kuat Reformasi AlasKonsep Dwifungsi ABRI, Bandung: PenerbitMizan.
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the civil elite is the time frame in which Dwifungsi should be abolished (Uhlin

1999:92).99

The Rise ofCivil Society and the Civil Political Elite

Bourchier states that "the political history of the New Order can be

construed as a long, albeit uneven, effort to realise one of the key tenets of the

integralist staatsideem - the elimination of the separation of state and civil

society" (Bourchier 1997:176). During the last few months of the New Order,

members of civil society including members of the current civil political elite

joined together to demand "reformasr in Indonesia and the end of the military

hegemony of the New Order. Although their pivotal role is acknowledged, it was

not just students who caused the downfall of Soeharto but nearly all elements of

society (Prasetyantoko 1999:150; cf. Budiman 1999). For example, Muslim

organisations such as The Indonesia Muslim Intellectuals Association (Ikatan

Cendekiawan Muslim Indonesia - ICMI), Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama

playedvery important roles as providers of counter discourse to the government's

official discourse.101

These associations, especially ICMI, also provided a counterweight to the

power of the military. During most of the New Order, the power and repressive

nature of the military was a deterrent to opposition but in the end, the violent

Many are in favour ofa gradual "retreat" whereas Partai Amanat Nasional (PAN) is in favour of
an immediate end to Dwifungsi (although it isnot against 15 non-voting members of TNIsitting in
the DPR) (Rais 1999b:16).
100 Defined by Bourchier as "an irreducible master concept".
101 For a overview ofNahdlatul Ulama's role in this regard, see Kompas 5November, 1999.
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approach to security carried out by TNI of behalf of the state increased the

stamina of the people to continue their opposition (Prasetyantoko 1999:151).

Given the above, can it be said that there is now aclear distinction between state

and civil society in Indonesia, and if so, what does this mean for the

democratisation process and national unity?

Before I address this question, it will first be useful to discuss what is

meant by civil society. Locke claimed that as society exists prior to government,

government is always in a fiduciary relation to society and should the government

violate the trust of society, society has the right to act (Taylor 1997:71). In

contrast Montesquieu's theory did not distinguish between state and civil society

(Taylor 1997:72). Gellner believes civil society is formed by actors outside the

state apparatus who possess sufficient power to equal the state and prevent

political tyranny (Gellner 1994 inCulla 1999:206).

Starting from a basic definition of civil society being "a web of

autonomous associations, independent of the state, which [bind] citizens together

in matters of common concern , and by their mere existence or action could have

an effect on public policy", Taylor identifies three distinct "senses" of civil

society:

1. "In a minimal sense...where there are free associations that are not

under tutelage of state power";

2. "Where society as a whole can structure itself and coordinate its actions

through such free associations";
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3. Where such free associations "significantly determine...the course of

state policy". This third "sense" can be seen aseitheran alternative or

supplement to the second "sense".

(Taylor 1997:66,68)

Culla suggests that one can view the state and civil society from several

perspectives based on the individual conditions within aparticular society:

1. as two distinct entities;

2. as two entities that from a rational and functional viewpoint cannot be

separated;

3. as two entitiesthat are not always in a position of mutual conflict

because within both entities there exist supporters of democracy and

supporters ofauthoritarianism;

4. wherecivil societyis seennot only asa separate entity to the state but

also asa separate entityto political society and economic society.

(Culla 1999:200-202)

As mentioned in chapter3, one of the reasons ABRI was able to come into

a position of political power was due to the weakness of the civil leadership. The

Indonesian military has in general been better coordinated, more nationalist in

vision and less influenced by primordial ties than the civilian elite (cf. Sanit

1997:38-9). Since 1965, current or former members of ABRI came to dominate

not only positions within the central bureaucracy, but also the regional positions

of governorand regent (hupati) (cf. Sanit 1997:46).
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The relationship between the civil elite, civil society and the military

cannot be separated from any of the other components wilhin the discourse on

national unity. To illustrate this, Kompas (22 November, 1999) reported that the

following proposals were made during a seminar at Universitas Indonesia entitled

"Paradigma Supremasi Sipil", 21-22 September 1999:

- The relationship between the civil and military leadership has to be

carried outin an environment where civil society is independent and

autonomous and where there is extensive regional autonomy.

- The military is a tool of the state which is subordinate to the rule of law.

- Any civil activities or organisations that are militaristic in nature should

be abolished.

- TNl's territorial system should beabolished and replaced with external

defence bases (ie located atvarious strategic ports) (cf. Uhlin 1999:94).

- Regional military operations should first be agreed by the DPRD.

Taylor has claimed that "the power of the state has often been enhanced

by its self-definition as an instrument of the national will" (Taylor 1997:75).

Evidence of this was certainly apparent during the hegemony of the New Order.

Nurjaman believes that the relationship between an authoritarian state and civil

society is like that of a coloniser with the colonised where the former effectively

increases control over the latter (Nurjaman 1998:77). The transition to a

democratic government in Indonesia has also shown that civil society can hamper

the plans of an authoritarian power (cf. Madjid 1997:136). Following this
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transition, civil society, the democratisation process and the new democratic

government become interdependent. As Madjid points out, it is not only important

for the existence of a strong civil society for democracy to flourish, but a strong

(tangguh) and legitimate government is also required for civil society to function

successfully and avoid fragmentation (Madjid 1997:137-8; cf. Culla 1999:219).

Another topic of discussion related to the issue of national unity and

integrity is the transfer (or return) of sovereignty from the state to the people. As

Tully states, "'popular sovereignty'...is the single most important condition of

legitimacy in the contemporary world" (Tully 1995:194). In addition, Calhoun

believes that an ideal modern nation is born at the moment sovereignty arises

from below, that is the people, and not from above (Calhoun 1999:118). An

example of this discourse is the issue of presidential elections. According to

Kompas, "nearly every party" agrees that if sovereignty is to be completely

returnedto the people then the election of the President and Vice President has to

bedirectly bythe people.102

There is some concern that in post-New Order Indonesia sovereignty has

been transferred from the military elite to the civilian elite, rather than to the

people. Kompas has referred to this as"democracy from the centre". According to

the article, this type of democracy presents no threat to sovereignty of the people

provided the power of elite groups exactly reflects the will of the people.

102 Kompas 14 & 15 October, 1999. This issue began to bedebated by the MPR on the 16
September, 1999.
103 Kompas 15 October, 1999. For example, the percentage ofvoles obtained by a political party
following an election should precisely reflect the percentageof seats in parliament.
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Another very important condition for building a democratic society which has to

be stressed is the need for political awareness within the realm ofcivil society in

order to protect social cohesion and political integrity. Civil Society strives for

freedom, but this is not identical with anarchy or separatism. (Culla 1999:222)

4.3 The Unitary State: New Perspectives

As mentioned in the introduction, there are two main issues surrounding

debates about the future of Indonesia as a unitary state. Firstly, there is debate

about whether the Indonesian state itself can maintain its territorial integrity.

Secondly, the form of state thatIndonesia should adopt is also being debated. This

section of the essay will address both these issues. As an introduction I will

identify the main issues in the debate:

Core of the problem =Threat of national disintegration

u

How to prevent this? = Decentralisation

u

How should this be carried out?

Does the form of state need to be changed?

Yes Neutral No
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4.3 a. The Threat of "DisintegrasP'*

The first point that needs to be addressed here is why Indonesia is

presently under threat of national disintegration. In chapter 3 and the previous

sections of this chapter I have hinted at some causes: military repression,

centralisation and the suppression of diversity. This section is intended to add to

this debate.

Faisal Basri of Partai Amanat Nasional (PAN) claims the threat of national

disintegration has been causedby fear of change. He states that:

'Binding factors' {faklor perekaf) [of a nation] can be in the form

of ideology, the basis of the state or other factors...We are scared to

change something that has been mythologised, with the result that

we do not try to anticipate the possibility of disintegration by

reconsidering these 'binding factors'.104

Thiscomment is particularly relevant to a critical assessment of concepts from the

Guided Democracy and New Order eras discussed in this thesis such as Pancasila

and Dwifimgsi.

Aspects of the New Order such as centralisation, authoritarianism and

repression have led to much discontent in Indonesia's provinces who feel their

rights have been violated by the Central Government. Since Soeharto stepped

down, many regions have announced or reiterated their discontent with the

Central Government. These include East Timor (pre-independence), Aceh, Irian

104 Republika 29 October, 1998. He claims the break-up ofthe Soviet Union was due to its 'binding
factor' (Communism) not being capable of adapting to changing conditions. Whereas the United
States' 'bindingfactors' (Capitalism and Liberalism) were always being adapted to newformats.
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Jaya, North Sumatra, Riau, East Kalimantan and South Sulawesi. In another

development, regions such as Ambon and West Kalimantan have been involved in

protracted ethnic and religious disputes.105 Within discourse ofregional problems

there has been both oversimplification of the problem and a tendency to isolate

the problem to only a few "trouble spots" rather than regarding this problem as a

national one.

Apart from the debate surrounding the form of state in Indonesia (which

will bediscussed inthe following sections), several other reasons have been given

to explain the current threat of national disintegration in Indonesia. For example,

Emil Salim believes thatthe most important role of the Central Government is to

fulfil the basic needs of the population. If basis needs are not met, conflict will

occur and each individual will align themselves with the group that they imagine

will most be able to fulfil these basic needs. This process often results in a

strengthening of primordial ties based on religion and ethnicity. To prevent this

from happening, what is needed is dialogue that fosters a shared vision and

reveals, not buries, historical grievances.I0(>

One could assume that basic needs includes basic rights. Some

commentators believe that the current regional problems are directly related to

105 In this regard, Dr Tamrin Amal Tomagola believes that due to each province's ethnic and
religious diversity, it would be almost impossible fora particular province to basea "rebellion"
against the Central Government on ethnic and religious grounds(Republika 25 August, 1999). This
observation seemsto ignore the fact that some provinces are more ethnically and religiously diverse
than others.

Kompas3 September, 1999. lsmet Fanany Deakin University suggests that because the threat of
national disintegration is a national problem, a National Conference should be immediately held
with representatives from all regions(Kompas 26 November, 1999).
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injustices perpetrated by the Central Government and military.107 Many also

believe that separatist movements in Irian Jaya, Aceh and other provinces are not

genuinely seeking independence but rather justice and basic rights.108 One aspect

of demand for justice includes the prosecution of individuals for past human

rights abuses. Amien Rais is just one who believes that there is still an opportunity

to solve the problems in Aceh if those responsible are brought to justice. If not, he

fears that the Acehnese will "take the law into their own hands" (Rais 1999a: 118-

9). A less radical proposal regarding the approach towards of human rights

violators is the formation of a Truth and Reconciliation Commission.110 Such a

Commission would confirm the validity of human rights abuses but then pardon

the violators.

Another relevant point of discussion is the relationship between reformasi

and disintegration. Although it is widely believed that democratisation can

prevent disintegration, there is another viewpoint that is concerned about the

effects of reformasi. Ipong S Azhar agreed that the New Order was centralist,

authoritarian, ideological, elitist and repressive. He therefore sees the logic in

reversing these characteristics (ie to become decentralist, democratic, pragmatic,

egalitarian and open to dialogue) but is not certain the people will be prepared to

accept the outcome. He gives the example of Habibie's attitude to the East Timor

107 According toRepublika, lack ofjustice gives rise tosocial instability. In its 11 January, 1999
edition, Republika stated, "justice promotes social solidarity, makes citizens feel equal so that
stability and perpetual social cooperation is made possible". See also Republika 8 February, 1999.
108 See, for example, article by Amich Alhumami in Kompas 13 September, 1999.
109 Kacung Maridjan believes that there is a simple choice in this regard - prosecute the human
rights violatorsor "lose" Aceh. Interview at Universitas Airlangga, Surabaya, 11 November, 1999.
11 See, for example, article by Samsudin in Kompas 17 November, 1999; Uhlin 1999:93.
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problem which was in direct contrast to Soeharto's yet produced an outcome

which was unacceptable for many Indonesians.'''

4,3 b. Support for the Unitary State

There is still much support for the unitary state in Indonesia. The reasons

for such support are varied. Some supporters cite historical reasons and others

claim there is no need for change provided certain criteria are fulfilled. Other

reasons appear to be based on emotional or nostalgic notions of the Indonesian

Republic. This section of the essay will provide a few examples of this

discourse.

As mentioned, many supporters of the unitary state cite historical reasons

for their support. The position of TNI is especially clear in this regard. Former

Commander of the Armed Forces, Wiranto, has stated that Indonesia's unitary

form ofstate is "final".113 Another former Commander, AH Nasution, claims that

Indonesia has to defend the three principles that have become "unchangeable"

(harga mati - lit. fixed price) for Indonesians - the Unitary State, Pancasila and

the mandate ofProclamation.114 The Muslim intellectual, Nurcholish Madjid, has

stated that it is not possible for Aceh to separate from Indonesia because Aceh's

role in the independence struggle was so vital that in essence one could claim

111 Kompas 25September, 1999.
112 For example, Nasution (1999:145) has stated, "to be honest I have toadmit that in my heart I
am stillcommitted to a unitarystate".
113 Kompas 16 November, 1999.

Kompas 5 November, 1999. Interestingly, given thediscussion ofdiversity in this chapter,
Nasution also states that"the ideas of theleaders arenotallowed to be many and varied"
(bercabang-cabang).
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"Aceh is Indonesia and Indonesia is Aceh".115 Current Chairman of the DPR,

17/11/99. Akbar Tandjung claimed that the form of state was agreed by

Indonesia's founding fathers and therefore cannot be changed. This claim was

supported by the current Commander ofTNI, Widodo.'l6

The other main reason given by supporters of the Unitary State claim that

what needs to be changed is not the form of state but the centralistic, oppressive

and exploitative attitude towards the regions. The argument continues that

maintaining the principles of decentralisation does not need a federal state,

because these principle have tobeguaranteed within the unitary state.'17

Another group of contributors to the debate about the future of the unitary

state in Indonesia are neutral with respect to the issue of the most compatible

form of state for Indonesia. This group believes that it is the attitude of the

government and the implementation of appropriate policies that is important. For

example, Dr Philipus M Hadjon believes that the most important issue is that the

government is not centralistic.118 During Nahdlatul Ulama's Congress in

November, 1999, several prominent members ofthis organisation stated that form

of state was not important as long as Indonesia remained intact.119 Former

Government Minister Siswono Yudohusono points out the lack of logic in

debating the form of state when one can point to examples of successful unitary

115 Kompas 24 November, 1999.
116 Kompas 22 November, 1999. cf. Republika 25 August, 1998.
117 Republika 11 January, 1999.
118 Interview at Universitas Airlangga, Surabaya, 26 October, 1999.
1,9 Kompas 21 November, 1999.
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states as well as successful federations. For him the important issue is the

implementation ofautonomy.120 (see next section on autonomy).

4.4 c. Wide-ranging Regional Autonomy

One of the proposals that has been put forward to overcome the threat of

disintegration is to grant wide-ranging autonomy to the regions. Under this

concept, autonomy would be granted in the areas of government, economics,

education and culture. Within this discourse, autonomy is discussed as a concept

in its own right and also as a counter to the calls for a federal state to be

established in Indonesia.121 As the implementation ofautonomy for the regions is

carried out within the framework of the unitary state, supporters of this concept

are therefore implicitly supporters of the unitary state. Supporters of regional

autonomy generally believe the problems in the regions are caused by

centralisation.

During the New Order, regional autonomy was severely restricted by Law

No. 5/1974 regarding the Principles of Regional Government and the general

centralist nature of the Soeharto Government. Ismail Suny regards this law as

undemocratic as although the principles of decentralisation are stated within, the

120 Kompas 26November, 1999. Idham Samudra Bey in Kompas 24 November, 1999 points to the
many success stories ofunitary states like France, Italy and Japan and asks the question: if a federal
system is more in tune with global demands why aren't these unitary states considering a change?
121 Forexample, Republika onthe 11 January, 1999 stated that "ifdecentralisation iscarried out
consistently so that justice is maintained, the demand for federalism will lose its footing and
rationality".
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substance ofthe law isvery centralistic.122 In addition, it was the President (with

the agreement of the DPR) who determined whether or not a certain region would

be given autonomy.123 Utomo has identified the basic problems in the regions as

being: the uniform structure of regional governments; distribution of funds; and

regional leaders being appointed by the Central Government. This led to loss of

power, autonomy and plurality of local political structures, economic reliance on

the Central Government, collusion between the Central and Regional

Governments, and the Regional Government not being responsible or responsive

to regional communities (Utomo Unpublished:4).

In the reformasi era, it has been acknowledged that the democratisation

process and regional autonomy go hand in hand. As a result, Law No. 22/1999

regarding Regional Autonomy was created. In addition, the Minister for Regional

Autonomy,DrM RyaasRasyid, hasstated that powers will be givento the regions

within two years with the aim of full decentralisation within five years.124 Dr Andi

Alfian Mallarangeng believes that Law No. 22 is a kind of "medicine" to prevent

national disintegration.125 Muhammad Asfar believes that if Indonesia effects a

democratic system - including regional autonomy - the threat of disintegration can

be minimised.

122 Republika 30 August, 1998. He gives the example ofthe Central Government appointing
regionalleaderswithout regard to the percentageof votes they gained in regionalelections.
123 Suara Merdeka 4 April, 1995.
124 Kompas 11 November, 1999.
125 Kompas 21 September, 1999. Indro Sugianto claims that despite the formation ofthis new Law,
other new laws are centralistic in nature. Accordingly, he believes the problem ofdecentralisation is
structural and cannot be achieved with a single law. Interview at Yayasan Lembaga Bantuan
Hukum, Surabaya, 11 November, 1999.
126 Jawa Pos 13 September, 1999.
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Several problems, however, have been identified with the concept of

regional autonomy. In 1995 Nugroho SBM perceived a problem which is still

relevant today. That is, the lack of human resources in the regions which was

caused by the centralistic nature of the New Order government. Lack of financial

incentives and the prestige associated with working for the Central Government

led to a "drain" of human resources from the regions to Jakarta. The hierarchical

nature of the New Order government has also fostered a culture which does not

encourage initiative.127

4.3 d. Federalism

Utomo states that a federal system is based on six basic principles: non-

centralised government; democratic principles; a system of checks and balances;

open bargaining processes; a written constitution; definite boundaries regarding

power sharing. (Utomo Unpublished:6). Among supporters of a federal state in

Indonesia, onecan identify twodistinct groups:

- those that believe the only answer toavoid national disintegration isa

federal state;

- those that believe that a federal system should beadopted only if the

implementation of regional autonomy within the current unitary state

system fails.128

127 Suara Merdeka 4 April, 1995.
This diversity ofopinion can beseen from the results ofa conference on federalism in February,

1999 which wasattended byprominent Indonesian intellectuals. Among those who attended, there
were those in favour ofa federal state (eg Y.B. Mangunwijaya), those in favour ofunitary state (eg
Adnan Buyung Nasution) andthosewho preferred a "wait and see" attitude- that is if a
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Indonesia was at one time under a federal system, between 27 December, 1949

and 17 August, 1950. This was a result of the "Round Table Agreement" which

stipulated a federal form of state for the newly recognised independent Indonesia.

The Indonesian government decided to revert the Indonesian Republic to become

a unitary state as it felt the federal system was a tool of the former colonial

government to continue its control over Indonesia.129

Although discourse of federalism has up to this point largely been

confined to elite groups such as political parties and academics, its popularity has

increased, especially since the recent Presidential elections. Figures who were

previously against a federal system have come to see it as a possible viable

option. Several regions have also voiced their support for a federal system.131 I

will nowdiscuss the arguments for and against a federal state system in Indonesia.

Supporters of federalism in Indonesia have stated that a federal system

satisfies both internal and external demands. That is, a federal system can prevent

internal disintegration as well as cope with the challenges of globalisation.132

Amien Rais and his party PAN have been the most vocal supporters of federalism.

Amien Rais argues that giving the option of federation to a particular region was

decentralised unitary state fails then a federal state should be implemented (Harun Alrasid). There
were also those who felt federalism discoursehas onlyarisendue to dissatisfaction and therefore
should not be seriously regarded (Andi Alfian Mallarangeng) (seeNasution et al 1999).

Mangunwijaya, however, believes Hatta's ideas supported federalism (Mangunwijaya
1998:134).
130 For example, Akbar Tandjung who supports aunitary state system, has stated that although he is
against offering the Acehnese the optionof independence should a referendum be carriedout, he
would be willing to support the option of federation (Kompas4 December, 1999).
131 For example, the DPRD in East Kalimantan (Kompas 11 November, 1999) and the District
Head of NU in Rias (Kompas 16 November, 1999).
132 See, for example,article by Hariadi in Kompas 16 November, 1999.
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much better than the option of independence which will only lead to

disintegration of thenation.133

The benefits of a federal system in many respects are not very different

from those granted under a system of regional autonomy. The regions can directly

benefit from their natural resources and have autonomy over political, educational

and cultural matters. The main difference between the two is that under a unitary

state system, it is the Central Government's prerogative to both give, and take

away, autonomy. Under a federal system, there are legal and constitutional

guarantees in force to ensure the protection ofcertain rights.

In promoting a federal system, Mangunwijaya has compiled a list of

groups within Indonesia who would be against a federal state:

- those who are conservative and dogmatic due to the indoctrination of P4;

- those who have financial interests in Java and especially Jakarta;

- bureaucrats who will lose their privileged positions in Jakarta;

- those who liveon Java and especially in Jabotabek whose degree of

importance will be reduced ;

- members of TNI who are worried about losing power orworried a

federal system will leadto separatist movements;

- those whose nationalism isextreme and who thus can only accept a

hierarchical, centralistic system;

(Mangunwijaya 1998:125-128)

133 Kompas 11 November, 1999.
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Although this represents an individual opinion, after consideration one can

see the possibility of resistance to a federal system which is not based on ethical

grounds.

As an response to detractors of federalism, observers such as former

Minister Syarwan Hamid have suggested a hybrid system, whereby only certain

provinces (ie that are resource-rich) would become federal states with the others

remaining under the "protection" of the Central Government. Herb Feith agrees

with Amien Rais that federalism is the only answer. He comments that "it is

precisely the absence of autonomy that makes it possible to think in quite radical

terms". Feith believes Indonesia "needs [a strategy] that has some hope of gaining

voluntary acceptance". He thinks this strategy needs to be very radical but within

the realms of possibility. Feith believes the federalism concept meets these

demands.134

Interestingly, proponents of federalism all agree that a shift from a unitary

to federal state would take some time. Prof Dr Anhar Gonggong, who believes

that federalism is the "final choice" for Indonesia, allows between 10 and 15

years for this transition.135 Nurjaman thinks Indonesia requires 25 to 50 years to

become a federation in order to have time to "fix up" Indonesia's political culture

and structure of state (Nurjaman Unpublished:3) Mangunwijaya would like

Indonesia to become a federation before 2045 (Mangunwijaya 1998:116).

4Interview in Yogyakarta, 19 November, 1999.
135 Kompas 15 November, 1999.
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On 25 August, 1998, Republika stated that federalism discourse had

caused a loud reaction as the concept was considered ahistoricai, the

implementation of federalism would require an amendment to the UUD '45 and

possibly lead to the desertion of, or new alliance between, the new states. As has

already been discussed, there is almost unanimous agreement that the UUD '45

has to be changed which has been reflected by the recent agreement to change

nine articles of the current Constitution. The other two points made in the article

are, however, still relevant. For example, on 11 January, 1999, Republika

identified a dilemma: whether one supports a unitary state or federal state, if the

unitary state is dissolved, it is not certain that all the new states will join together

in a new union.136

Other observers believe that theoretically it is impossible for Indonesia to

become a federation.137 Andi Alfian Mallarangeng points out that theoretically a

federation is usually formed as a result of an agreement between several

independent states.138 There is also the concern that provinces without natural

resources will remain poor in a federal state. According to Anggito Abimanyu,

136 In response to such a claim, Mangunwijaya reminds us that the individuals states would not be
independent andwouldnot havesovereignty (Mangunwijaya 1998:128). In addition, Nurjaman
points out that in general individual states do not have the right ofexit from a Federation
(Nurjaman Unpublished:3).
137 ProfSyamsuddin Mahmud argues, however, that a federal state isideologically possible asthe
third principle ofPancasila refers to "unity" (persatuan) and not "integrity" (kesatuan). He surmises
that the meaningof the term "persatuan" is the existence of elements or parts which are united
(Republika 8 February, 1999).
138 Republika 3November, 1998; cf. Republika 19 September, 1998.
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under a unitary system, one of the prime duties of the Central Government's is to

ensure wealthy regions subsidise the poorer regions.139

In addition to the above arguments against a federal state, some observers

believe that the calls for a federal state are, like demands for independence,

simply based on dissatisfaction with the centralistic nature of the Central

Government. Lance Castles claims that PAN, the only proponent of a federal state

in the last general election, would have gained a larger percentage of votes if the

issue offederation was important tothe community.140

4.3 e. The Right of Self-determination

Following the referendum in East Timor there has been widespread

acknowledgment of the invalidity of Indonesia's annexation of the territory in

1975.141 This acknowledgment is usually due to historical reasons, given that East

Timor wasnever a Dutch colony nor a participant in Indonesia's Proclamation. In

addition, the incorporation of East Timor into Indonesia was not in accordance

with international law and thus was never recognised by the United Nations. Dr

Philipus M Hadjon ascribes to this viewpoint and thus concludes that the loss of

East Timor innoway represents the beginnings ofnational disintegration.142

139 Republika 30 August, 1998 (cf. Nasution 1999: 136-7). This statement does not acknowledge
the fact that subsidisation ofpoorer regions isalso carried out in federal states. Mangunwijaya
states thata federal statewill have to guard against a particular statebecoming too rich or too poor
(Mangunwijaya 1998:133).
140 Interview in Yogyakarta, 16 November, 1999.
141ICMI regarded the referendum as astep to "correct" the history ofEast Timor which historically
is unlike anyregion in Indonesia (Kompas 10 September 1999).
142 Interview atUniversitas Airlangga, Surabaya, 26 October, 1999.
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Another aspect of the East Timor issue was provided by former president

Habibie. In justifying his decision to grant the East Timorese a referendum,

Habibie cited the section in the preamble to the Indonesian Constitution which

states: "independence is the right of every nation" (kemerdekaan itu adalah hak

segala bangsa). This statement begs the question "what is a nation?". Certainly

according to international law and the United Nations, East Timor represented a

nation in its own right despite its incorporation into Indonesia. But if we defer to

Indonesian law, East Timor since official annexation was considered just another

one of Indonesia's provinces. Accordingly, the East Timor issue was always

regarded as an internal one by the Indonesian government From this internal

perspective, there is a precedent for the granting of independence to an

'Indonesian' province.

In addition, certain "separatist" groups in Aceh, Irian Jaya and other

provinces143 have seized on Habibie's statement to add further weight to their

demands for an East Timor-style referendum. Although it is clear from

Indonesia's Constitution that Indonesia was proclaimed as a single nation

(bangsa), the issue ofnational identity within regions like Aceh and Irian Jaya is

143 In Riau, certain local figures such as Prof Dr Tabrani Rab have suggested that Riau separate
from Indonesia and form an independent state. Other figures such as AA Baramuli have called such
proposals "ajoke" (lelucon) asthereal issue was dissatisfaction with theCentral Government's
allocation ofresources (see, for example, Republika 13 March, 1999). Following the Presidential
election, a number ofstudents gathered in Makassar, Sulawesi todeclare liastcrn Indonesia an
independent state. Responses were various. The Governor ofSouth Sulawesi said this action was
not tobe taken seriously as the students were only concerned about lack ofjustice from the Central
Government. Other students from Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia opposed this rally and
demanded the integrity of Indonesia beupheld. ProfAMuis claimed theaction was a serious one
albeit coloured by the students' disappointment with the failure ofBJ Habibie (who isfrom
Sulawesi) to be elected as President (See, for example, Kompas 24,25,26,28 October, 1999).
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an important one that needs to be seriously considered. There are historical

precedents (such as the PRRI/Permesta rebellions) which support the possibility

that regions will take matters into their own hands if their demands for a

referendum are not met.

Referendum for Aceh?

Many observers believe that the problems in Aceh are related to economic

injustice and human rights violations. As a result, the solution offered to solve

these problem focuses on these two problems. Through granting autonomy and

reducing the presence of TNI in Aceh it is believed that the problems of injustice

can be overcome.144 Many of these observers believe that there is not agenuine

desire among the Acehnese to separate from Indonesia, but simply a desire for

justice.145 Whereas this view is justifiable to alarge extent, it does not thoroughly

consider issues ofnational identity. Emil Salim has claimed that "[the Indonesian]

people (bangsa) have the same identity".146 This common notion seems to ignore

the long history of strong, independent Acehnese states and takes for granted the

permanence of the Acehnese' loyalty to the Indonesian state.

Both Amien Rais and Abdurrahman Wahid have stated that offering Aceh

a referendum is "rational". Kompas 16 September, 1999. Distinct from this view

is the debate as to whether the Acehnese have the right to demand a referendum.

Although in a legal and constitutional sense Aceh is not a nation, the Acehnese'

144 n nSee, for example, Republika 8 September, 1999.
See, for example, Kompas5 November, 1999.

146 Kompas 3 September, 1999
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own perception ofnational identity still needs to be considered. We can thus pose

the question; If the vast majority of Acehnese no longer see themselves as

'Indonesians' and thus no longer want Aceh to remain part of Indonesia, should

this desire berejected on the grounds that in 1945 Aceh agreed to become part of

Indonesia, and thus forfeited the right to become an independent state? As the

Governor of Aceh, Sjamsuddin Mahmud, explains, the Acehnese were motivated

to join in the independence struggle "by an aspiration for a prosperous life". Now

this original motivating factor has disappeared as the welfare of the people has

become worse, not better.147 Herb Feith believes that the question, "Is it more in

the interests of a humane world order for Aceh to become an independent state or

to remain as part of the Indonesia state?", is a relevant one (and one that does not

invoke issues of rights or obligations).148

There seems to be no doubt that the Acehnese themselves are in favour of

areferendum with independence as an option.149 According to the Coordiantor of

Sentral Informasi Referendum Aceh (SIRA), a referendum with independence as

an option is the only proposal which reflects the aspirations of the Acehnese.150

Amien Rais has stated that all levels of Acehnese society want a referendum and

147 Kompas 21 November, 1999.
148 Interview in Yogyakarta, 19 November, 1999. Similarly, Dedy NHidayat claimed that the
attitude (following the referendum) of notallowing East Timor to separate from Indonesia
expresses the kind of nationalism that places unity andintegrity above humanism (Kompas 10
September, 1999).
149 Sentral Informasi Referendum Aceh (SIRA) conducted asurvey of30,000 Acehnese in April
and May 1999 and found that 97% of respondents supported a referendum (Kompas 5 October,
1999).
150 Kompas 17 November, 1999.



73

that they could notbe offered less than that.151 Rais also believes a referendum is

the "most democratic" way of determining the wishes of the (Acehnese)

people.152 On 4 November, 1999, approximately half ofthe 500,000 residents of

Pide Regency in Aceh staged a referendum rally. Following this, approximately

one million people staged a similar rally in Banda Aceh. These two public rallys

have provided growing evidence that the desire for areferendum isa popular one,

and not just the desire of minority groups such as the Free Aceh Movement

(Gerakan Aceh Merdeka - GAM).

An important point that has to be clarified is what, in fact, would a

referendum for Aceh entail. Would it include the option of independence from

Indonesia? Would the result be binding? Since the demand for a referendum in

Aceh escalated following the recent SU MPR, several different viewpoints have

emerged. There are those that are in favour and those that are against a

referendum. Among those that are in favour, viewpoints vary as to the options that

should be included in the referendum. Some believe the option of independence

should be included, others believe wide-ranging autonomy or federal status are

more appropriate options.

Apart from the issue of what options would be offered, there are several

other concerns regarding a referendum in Aceh. One of these issues is when the

151 Kompas 15 November, 1999. In addition - Munir from Kontras (Komisi untuk Orang Hilang
dan Korban TindakKekerasan) and Iqbal Farabi from Komnas HAM in Acehhave stated that a
referendum can no longer beavoided and that the best course ofaction was to try and ensure the
majority of Acehnese did notchoose independence (Kompas 5 November, 1999).

Kompas 16September, 1999. This point was reiterated byAcehnese students who broadcast
their demand for a referendum onRadio Republik Indonesia on27 October, 1999 (Kompas 28
October, 1999).
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referendum would be implemented. According to Republika, the case of East

Timor shows that insufficient time was allocated for socialisation of the

community regarding all the positive and negative consequences of their

choice.l 3 Another factor that has to be considered is whether the results of a

referendum would be legally binding. In this regard the definition of

"referendum" needs to he clear This renuirement is annarent following the result
• 11 «_>

of the East Timor referendum which was proceeded by a debate as to whether the

MPR would validate the result. Although the Governor of Aceh, Sjamsuddin

Mahmud, supportsa referendum, he defines such a referendum as "requesting the

opinion of the Acehnese".154

Another issue of concern is who has the right to authorise a referendum.

Dahlan Ranuwihardjo believes that neither the President or the MPR has the right

to authorise a referendum because it could lead to the dissolution of the Unitary

State of Indonesia. This decision has to be made directly by the entire nation.153

53 Republika 8 September, 1999. Kompas (22 September, 1999) reported that that timing was not
right to give the option of independence to East Timor. As the issue was not formulated to become
a concept, the result was counterproductive. President Wahid has stated thai seven monthswould
be needed to arrange a referendum in Aceh. Responding to concerns about the likelihood of a
similar result to the East Timor vote, he said this would not occur because the referendum would be
"well prepared" (Kompas 17November, 1999).

Kompas 10 November, 1999. Ina proposed new law in 1984 regarding a referendum to change
the UUD '45, Article 1.a. defines a referendum as"an activity to ask the opinion of the people". In
this regard the people areonly requested to express their agreement or disagreement - theresult is
not binding (Hien 1998:82,84). In the official government-authorised dictionary, KamusBesar, the
definition of'referendum' is "the handing over ofa certain problem so that it can be solved through
a general vote".

Kompas 15 November, 1999; cf. Kompas 16 November, 1999. Although Dr Philipus M Hadjon
believes that offering a referendum is"going too far", ifa referendum isgranted it should beoffered
to the entire nation, notjust the Acehnese (Interview at Universitas Airlangga, 26 October, 1999).
With reference to a referendum in Aceh on 9 November, 1999 President Wahid was quoted in The
Jakarta Post as saying, "it is the Acehnese people's affair, not mine". Thiscomment raises the
question of whether the problem in Aceh isa national or regional affair.
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On 10 November, 1999, Kompas reported a common view by academics and the

civil elite that only the MPR, and not the President or the Acehnese, has the right

to offer referendum orauthorise the independence ofa particular province.156

Amongthe group that are against a referendum are those that believes that

citizens in every province, not just Aceh, have experienced exploitation. Indro

Sugianto, for example, states that although Java has received most development

the economic situation for the lower classes is on a par with the other

provinces.157 The problem with offering the option of independence to Aceh is not

simply confined to the possibility of one province separating from Indonesia. As

Ismet Fanany points out, if Aceh becomes independent there is no constitutional

reason to deny giving the same opportunity to other regions.158

4.4 International Factors

In addition to internal conditions, external factors can also affect the

integrity of a nation. This issue has therefore become a part of the discourse

regarding the future of the Unitary State of the Republic of Indonesia. Since the

end of the Cold War, the world has witnessed the apparent victory of capitalism

and democracy over alternative paradigms (Calhoun 1999:106). Multilateral

institutions like the UN, the World Bank and the IMF have been applying

increasing pressure on certain countries to democratise and improve their human

13G Kompas 10 November, 1999. See also Kompas 25 November, 1999.
Interview at Yayasan Lembaga Bantuan Hukum, Surabaya, 11 November, 1999.

158 Kompas 26 November, 1999.
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rights records.159 With its extended economic crisis, Indonesia has in particular

felt this pressure and has, to a large extent, been forced to comply with various

conditions imposed by these international institutions. At the same time,

separatism and the break-up of nation states has become a global trend. This

section of the thesis aims to address the question to what extent has international

factors threatened, or helped to maintain, the integrity ofthe Indonesian state.

One perspective of this debate states that international intervention

directly, or indirectly, consciously, or unconsciously, threatens the national unity

and integrity of Indonesia. According to Herb Feith, although there is historical

evidence for foreign interests trying to break up Indonesia (such as the American

role in PRRI), he believes that now this is not in their interests.160 Djoko Sulistyo

believes that organisations like the IMF can directly threaten national unity by

imposing demands that are not proportional to the problem. He adds that overt

pressure from overseas forced former president Habibie to grant a referendum to

East Timor which caused theloss of a province.161

A more common view is that outside interests can indirectly threaten the

national unity and integrity of Indonesia. Kacung Maridjan claims that what these

outside interests want is democratisation, not for Indonesia to break up. However,

in pursuing this aim the threat of national disintegration can become a

consequence as in the case of East Timor.162 Indro Sugianto argues that due to the

Uhlin claims that the West is more interested in stability and the repayment offoreign debt than
democracy (Uhlin 1999:91).
160 Interview in Yogyakarta, 19 November, 1999.

Interview at Universitas Airlangga, Surabaya, 10November, 1999.
162 Interview at Universitas Airlangga, Surabaya, 11 November, 1999.
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Central Government's high level of foreign debt, the regions with resources think

that if they separate from Indonesia they would thus be free of the burden of this

foreign debt and thus not besubject to foreign influence and control.163

On the other hand, there is also the view that in some respects foreign

influence, can strengthen the integrity of the Indonesian state. President

Abdurrahman Wahid is aware of the power of foreign support and has been

hastily visiting influential countries in order to confirm their positions on the

"separatist" movements currently affecting Indonesia. His efforts have already

met with some success. ASEAN and other Asian countries have recently voiced

their concern about separatist movements spreading from one ASEAN country to

another and have thus given their support for the maintenance of territorial

integrity in Indonesia.164

Even prior to this, there has been evidence to suggest that separatist

movements in Aceh, Irian Jaya and other provinces have no substantial

international support. Ismet Fanany has claimed that there isalmost no support for

Aceh outside the province or overseas.165 On 8 September, 1999, Kompas made

the same claim and added that independence for Aceh does not have the same

legitimacy as for East Timor. Importantly, the United States have also officially

acknowledged that East Timor was an unique case in Indonesia and thus cannot

Interview at Yayasan Lembaga Bantuan Hukum, Surabaya, 11 November, 1999.
164 Kompas 25,28 November, 1999.
165 Kompas 23 September, 1999.
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be used as an example for other regions.166 In addition, Miriam Budiardjo has

pointed out that Article 2 of the United Nations Vienna Declaration of Human

Rights in 1993 states: "Respect for the right of self-determination does not mean

approval or support for actions which divide or damage all or part ofthe territorial

integrity ofasovereign and independent country"167

Kompas 24September, 1999. Itmust also be acknowledged that the US has significant financial
interests in Aceh (and other provinces like Irian Jaya) which iscertainly a significant factor in their
international policy.
167 Kompas 22 November, 1999.



Chapter 5

Conclusion

This study has summarised and discussed debates surrounding the future

of Indonesia as a unitary state. These debates concern not only whether or not

territorial integrity can be maintained, but also whether the current form of state,

the unitary state, will remain in existence or be replaced by afederal system.

In November, 1999, Djiwandono commented that, "Indonesian leaders of

the new unitary republic of Indonesia seem to have taken national unity for

granted. Once united, forever united".1 In this regard, the comments of the

Indonesian nationalist, Soetomo, are particularly useful. Soetomo did not believe

that independence was the final end for the nationalists. The final aspiration for

the Indonesian nation, according to Soetomo, was to create Indonesia Mulia (a

Noble Indonesia). Independence alone does not guarantee kemuliaan [glory]

(Suratmin 1976:147). Soetomo thought that after independence Indonesians

would have to continue their struggle until kemuliaan was achieved through

improving the well-being of the people (Soetomo 1984b: 100). The current threat

of disintegration in Indonesia indicates that Soetomo's aspiration of kemuliaan

has yet to be realised.

1Jakarta Post 9 November, 1999.
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In response to the dilemma of how government should be carried out in

the face of asociety which is ethnically, culturally and geographically divided,

Uhlin states that many examples show that decentralisation is the key (Uhlin

1999:82). Some observers have claimed that the issuing of wide-ranging

autonomy to the regions within the unitary state framework is sufficient to solve

this dilemma. However, this study has shown that some doubt remains as to

whether the granting of autonomy will be sufficient to prevent national

disintegration. Supporters of a unitary state cite historical, theoretical and

practical reasons to defend their position. Support for a unitary state is also often

tinted with emotion and nostalgia.

Democracy, Unity and Integrity

This study has shown the relationship between democracy, national unity

and the form of state in the context of Indonesia. It has also shown how the

democratisation process can both strengthen and hamper national unity and

integrity. Democratisation can strengthen unity through political, legal and

cultural reform, in particular constitutional reform with respect to the division of

powers and sovereignty of the people. As a vital component of the

democratisation process, the mass media can also both preserve or endanger

national unity. The role of civil society and the civil elite is also important. These

two components need to be responsible and work together in order to keep the

democratisation process 'on track'. Indonesia requires structural change, in order
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that past dependence on a strong leader is no longer required. This will ensure that

should an individual or regime with authoritarian tendencies once again come to

the surface, it will be more difficult to obtain legitimacy and effect structural

change detrimental to national unity.

The Indonesian nationalist Ki Hajar Dewantara once stated that "unity

which is not harmonious or evident, is certainly only a pseudo-unity, that exists

only due to compulsion or deceit, and certainly will not exist for long before

falling apart again" (Soeratman 1977:72). In order to achieve 'true' unity in post-

Soeharto Indonesia, diversity has been embraced. Granted that acceptance of

diversity can create instability and disunity, the futility of suppressing diversity

has been largely accepted. Along similar lines, it has been accepted that although

democracy cannot guarantee national unity and integrity, it has a better chance

than authoritarianism and the suppression of diversity.

Unitary State or Federation?

It has been determined that the form of state is an important factor with

respect to national unity in Indonesia. Many observers claim that there is no need

to change the form of state in Indonesia because grievances in the regions only

concerns issues of autonomy and justice. They argue that what is important is the

level ofdecentralisation, not the form of state.169 It has been determinedthat there

is historical and psychological significance and wider implications concerning the

169 See, for example, Idham Samudra Bey's article in Kompas 24 November, 1999.
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maintenance of a unitary state in Indonesia. This study has shown how the

decision to revert to a unitary state in 1950 has affected other political choices

concerning autonomy for the regions, democracy, how to approach diversity and

the socio-political role of the military. For example, the unitary state has be used

as an instrument to implement and maintain authoritarian government in

Indonesia.

Although there are no theoretical or logical reasons why a unitary state

could not fulfil the demands of democracy and provide a foundation on which to

take steps to prevent national disintegration, this study has cast doubt on whether

this is in fact possible Under a federal system, the Central Government does not

have to concern itself as much with the problem of diversity, as this is largely

handled internally bythe regions themselves. In other words, under aunitary state

the Central Government faces a much larger task in maintaining national unity

which often leads to the enforcement of uniformity and the suppression of

diversity which is only ever temporary. This in turn can lead to the threat of

national disintegration.

For those who claim the unitary form of state in Indonesia is "final" or

"not negotiable", it is not sufficient to cite historical, nostalgic or emotional

reasons. Although anyone has the right to state their opinion, no individual or

group hasthe right to claim that any matter of state is "final". Decisions to so with

the state should always lie in the hands of the people. The task of the political
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elite is to carry out theses decisions. Mangunwijaya rightly points out that the

form ofstate is an instrument, not adestination (Mangunwijaya 1998:19).

Earlier I stated that there is no intrinsic or theoretical contradiction

between democracy and a unitary form of state. However, supporters of the

unitary state who do not want to engage in any form of dialogue regarding a

federal state are not acting in the spirit ofdemocracy. Ifsupport for a federal state

gains momentum and these pro-unitary state elements do not acknowledge the

democratic right to further debate the issue, national disintegration could result.

Herb Fieth has suggested a radical solution is needed to the problem of national

unity. A change to federalism could very well be that solution.

The Right of Self-determination

This thesis has tried to discover whether any, or all, of Indonesia's

provinceshave the right to self-determination. No conclusive answer was able to

be given because the grounds used to determine such a right are many and varied.

For example, have the regions which agreed to be part of the Unitary State of the

Republic of Indonesia in 1950 forfeited their right to self-determination? Has

Indonesia forfeited its moral (as opposed to legal or recognised) right to claim

sovereignty over territories which have suffered serious injustice and human

rights violations? If so, how are these injustices and violations quantified? Even if

it is possible to show certain regions have suffered more than others, does this

justify granting them independence? Does the withdrawal of the MPR's decision
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to incorporate East Timor constitute a precedent for granting independence to

other regions? Is the issue of the right to self-determination a local or national one

- does the whole nation or just regional communities have the right to be

involved?

Other issues outside the realm of 'rights' also contribute to the problem of

the right of self-determination. For example, what is most democratic way of

solving issue? Should aspecial privilege (the right ofself-determination) be given

to only certain provinces? Even if a province does not have the right to self-

determination, if the majority ofthe population no longer wishes to remain part of

Indonesia, should the right to self-determination be denied? Is the risk of a

'snowball affect' sufficient grounds to deny the right to self-determination of a

certain province?

Regardless of the above considerations, several other factors directly

affect the issue of self-determination. The first is the issue of national identity.

Once the majority ofacommunity no longer feels apart ofanation, history shows

they will rebel regardless of issues of rights, legal or moral. In this regard,

Calhoun (1999:110) raises two questions that need to be addressed by the

Indonesian elite if they wish to avoid regional rebellions:

- What are the factors which explain the existence of acertain political

community?

- What binds the community into acollective which props up social

integration?
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The other vital factor with regard to self-determination is the issue of

international support. This study has shown that separatists in regions like Aceh

and Irian Jaya do not at present have significant international support. With

respect to Aceh, although Indonesian is not an Islamic state, the majority of its

population are Muslims. For this reason Indonesia has enjoyed long historical

links with Muslim states. Indonesia also appears to have the vital support of the

United States with respect to the issue of separatism. However, there are two

other important factor that need to be considered here. Firstly, with respect to

Aceh, the separatist movement GAM seem to possess quite sophisticated

equipment which indicates foreign support. It is possible this support could be

escalated if an armed conflict between GAM and the Indonesian military occurs.

Secondly, international opinion frequently changes in line with domestic political

pressure and global political changes. If Indonesia fails to handle the separatist

issue in accordance with international norms, there could well be a change of

opinion within the international community. Support could turn to pressure to

offer anEastTimor-style referendum.
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The Future of the Indonesian Republic

In conclusion, following an assessment ofall the debates, it is possible to

suggest several scenarios with respect to the future ofIndonesia as aunitary state:

-The territorial integrity ofIndonesia will be maintained under aunitary

state system.

-The territorial integrity ofIndonesia will be maintained under aunitary

statesystem where several provinces are offered federal status.

-One or more "problem" regions such as Aceh and/or Irian Jaya will

separate from Indonesia without significant consequences to the remaining

provinces. In this respect amodified Unitary State would remain

-Following the independence ofone or more provinces, the Republic of

Indonesia "disintegrates" and eventually forms into several smaller states.

- The Unitary State of Indonesia isdissolved inorder to form aFederation.

* * *

Djiwandono states that "the strongest factor that will ensure national unity

is justicc.but if they [certain communities] feel they have been cheated by

promises ofjustice for over halfacentury, how can we expect them to believe any

more promises, especially now that the issue does not seem to be given top

priority with asense ofurgency?"170 In can be concluded from this study that at

the very least Indonesia has to head in the direction of federalism. Maybe in the

end the option of federation will not be adopted, but what is required now is some

170

Jakarta Post 9 November, 1999.
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form ofguarantee to the regions, some of which are no longer prepared to accept

(false) promises from the Central Government. The regions need to be given

definite boundaries with respect to power sharing. Alternatively, possibly

Indonesia has to adopt afederal system in order to guarantee regional autonomy

and unity and ensure autonomy is not granted and then taken away at the whim of

the Central Government.171 Accordingly, if the support for a federal state is

strong enough, the Central Government should agree toareferendum on the issue.

Understandably, national disintegration is always referred to in negative

terms. However, it is still possible to imagine a positive outcome from the break

up of the Indonesian Republic. Ra.sed on the notion that peace presupposes

freedom, Djiwandono poses the following:

"We may ask ourselves: Would we prefer to have asingle nation-state out ofthis

huge but almost unmanageable archipelago...but marked by abject poverty among

the majority of people, by continued injustice, continuous tension and conflicts

because ofseemingly irreconcilable differences in ethnic, religious and cultural

terms? Or...to split peacefully into two, three, four or even five smaller nation

states with agreater chance and hope for peace, greater prosperity, equality and

justice for all?172

171

172
cf. article 'Negara Federal Paling Ideal' in Kompas 2December, 1999
Jakarta Post 9 November, 1999.
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